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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR PM 39 TAHUN 2017

TENTANG

PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan
Kapal, telah diatur tata cara, persyaratan pendaftaran
kapal serta penerbitan surat tanda kebangsaan kapal,
bahwa dalam perkembangannya perlu dilakukan
penyesuaian terhadap pengaturan penerbitan akta atau
dokumen pendaftaran kebangsaan kapal, sehingga akan
berdampak pada peningkatan investasi di bidang
perkapalan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pendaftaran dan

Kebangsaan Kapal;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang
Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4227);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 75);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM. 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1400);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun
2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 34 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 35 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 628);
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10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun

11.

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM. 135 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 1401 Tahun 2015;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1012);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis
tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga
mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk
kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di
bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan
terapung yang tidak berpindah-pindah.

Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal adalah

Pejabat Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan
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10.

11.

12.

pendaftaran kapal sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal
adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu Pejabat
Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dalam
menyelenggarakan pendaftaran kapal.

Minut Akta adalah asli akta.

Grosse Akta adalah salinan resmi dari minut akta.

Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik yang selanjutnya
disingkat SPKE adalah sistem pelayanan jasa teknologi
informasi pendaftaran kapal secara elektronik yang
diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal.

Pemilik Kapal adalah perseorangan, instansi pemerintah
Kementerian/lembaga, badan usaha milik negara dan
badan hukum Indonesia yang telah memperoleh status
badan hukum.

Kuasa Pemilik adalah perseorangan yang telah diberi
kuasa oleh pemilik  untuk menghadap dan
menandatangani minut akta di hadapan Pejabat
Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal.

Format Isian adalah bentuk pengisian data yang
dilakukan secara elektronik antara lain terdiri dari
permohonan pengajuan akta pendaftaran kapal, akta
baliknama kapal, halaman tambahan pada grosse akta
dan penerbitan surat tanda kebangsaan kapal.

Format Isian Pengajuan Akta Pendaftaran Kapal yang
selanjutnya disebut Format Akta Pendaftaran Kapal, Akta
Baliknama Kapal, Akta Hipotek Kapal adalah format isian
untuk pengajuan penerbitan akta kapal.

Format Isian Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal
yang selanjutnya disebut Format Surat Tanda
Kebangsaan Kapal adalah format isian untuk
permohonan Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal.
Hipotek Kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal
yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu
yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada

kreditor tertentu terhadap kreditor lain.
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Pemberi Hipotek adalah pihak pemilik kapal yang
dibuktikan dengan akta pendaftaran atau balik nama
kapal.

Penerima Hipotek adalah lembaga perbankan atau non
perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada
pemilik kapal.

Dokumentasi Pendaftaran adalah suatu rangkaian
kegiatan pendaftaran kapal meliputi daftar induk, daftar
harian, dan daftar pusat.

Daftar Induk adalah lembaran yang berisi ringkasan dari
minut akta pendaftaran kapal dan catatan tentang
perubahan data dan status hukum kapal.

Daftar Harian adalah berkas yang terdiri dari minut akta
dan semua dokumen yang disyaratkan untuk pembuatan
akta.

Daftar Pusat adalah daftar yang memuat datadan status
hukum kapal yang terdaftar di Indonesia yang dibuat
berdasarkan daftar induk dari seluruh tempat
pendaftaran kapal.

Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang
mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera
kebangsaan.

Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah di pelabuhan
yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan
tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan
terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan
pelayaran.

Direktorat Jenderal adalah  Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan
Laut.

Menteri adalah Menteri Perhubungan.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

BAB II
PENDAFTARAN KAPAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2
Pendaftaran kapal meliputi:
a. pendaftaran hak milik;
b. pembebanan hipotek; dan
c. pendaftaran hak kebendaan lainnya atas kapal.
Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat
Baliknama Kapal dibantu oleh Pegawai Pembantu
Pendaftaran dan Baliknama Kapal.
Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, dan
Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh
Direktur Jenderal.
Pendaftaran hak kebendaan lainnya atas kapal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:
a. charter kosong (bare boat charter); dan

b. sewa guna usaha (leasing).

Pasal 3
Aparatur Sipil Negara di lingkungan Direktorat Jenderal
yang dapat ditetapkan sebagai Pejabat Pendaftar dan
Pencatat Baliknama Kapal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a. pendidikan paling rendah Strata 1 (satu);
b. masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun; dan
c. lulus pendidikan dan pelatihan pendaftaran dan

kebangsaan kapal.
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Aparatur Sipil Negara di lingkungan Direktorat Jenderal

yang dapat ditetapkan sebagai Pegawai Pembantu

Pendaftaran dan Baliknama Kapal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. pendidikan paling rendah Diploma 3 (tiga);

b. masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun; dan

c. lulus pendidikan dan pelatihan pendaftaran dan
kebangsaan kapal.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tanggung jawab,

kewajiban, kode etik dan sanksi Pejabat Pendaftar dan

pencatat baliknama kapal, dan pegawai pembantu

pendaftaran dan baliknama kapal akan diatur dengan

Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 4
Pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) dapat dilakukan pada unit kerja yang tugas dan
fungsinya di bidang pendaftaran dan kebangsaan kapal
pada kantor pusat Direktorat Jenderal atau di pelabuhan
yang ditetapkan sebagai tempat pendaftaran kapal
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pemilik kapal bebas memilih salah satu dari tempat
pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk mendaftarkan kapalnya.
Pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dapat dipindahkan ke tempat pendaftaran lain.
Ketentuan mengenai penambahan pelabuhan sebagai
tempat pendaftaran kapal ditetapkan oleh Direktur

Jenderal.
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(1)

(2)

(3)

Bagian Kedua

Pendaftaran Hak Milik atas Kapal

Pasal 5

Hak milik atas kapal yang telah diukur dan mendapat

surat ukur dapat didaftarkan di Indonesia oleh Pemilik

kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama

Kapal.

Kapal yang dapat didaftarkan kepemilikannya di

Indonesia yaitu:

a.

Kapal dengan ukuran tonase kotor paling sedikit GT
7 (tujuh Gross Tonnage);

Kapal milik Warga Negara Indonesia atau Badan
Hukum yang didirikan berdasarkan hukum
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; dan
Kapal milik Badan Hukum Indonesia yang
merupakan usaha patungan yang mayoritas

sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

Kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan

usaha patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf ¢ merupakan:

a.

kapal milik Badan Hukum Indonesia yang bersifat

tertutup dengan ketentuan komposisi saham harus

mayoritas dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;
kapal milik Badan Hukum Indonesia yang bersifat
terbuka dengan ketentuan:

1. kepemilikan saham oleh warga negara asing atau
badan hukum asing secara langsung tidak boleh
melebihi dari 49% (empat puluh sembilan
persen); dan

2. kepemilikan saham oleh warga negara asing atau
badan hukum asing melalui pasar modal dalam
bentuk portofolio tidak boleh melebihi dari 49%

(empat puluh sembilan persen).
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Ketentuan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi dari
instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pendaftaran hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan pembuatan akta
pendaftaran serta dicatat dan didokumentasikan dalam
daftar kapal Indonesia.

Pendokumentasian daftar kapal Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

a. daftar harian;

b. daftar induk; dan

c. daftar pusat.

Pasal 6
Pendaftaran hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) dibedakan dalam 3 (tiga) kategori:
a. kapal laut;
b. kapal nelayan; dan
c. kapal yang berlayar di perairan sungai dan danau.
Kapal yang dapat didaftarkan dengan kategori
pendaftaran sebagai kapal laut sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. kapal angkutan laut;
b. kapal angkutan penyeberangan; dan
c. kapal lainnya yang digunakan di laut.
Kapal yang dapat didaftarkan dengan kategori
pendaftaran sebagai kapal nelayan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kapal yang
digunakan untuk menangkap:
a. ikan;
b. ikan paus;
c. anjing laut;
d. ikan duyung;

e. hewan lainnya yang hidup di laut; dan
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(4)

(1)

(2)

-10-

f.  termasuk apabila kapal tersebut disamping untuk
penangkapan ikan juga  digunakan  untuk
mengangkut hasil tangkapannya sendiri.

Kapal yang dapat didaftarkan dengan kategori

pendaftaran sebagai kapal yang berlayar di perairan

sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c meliputi kapal yang digunakan di sungai dan

danau.

Pasal 7
Permohonan pendaftaran hak milik atas kapal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib
dilengkapi dengan:
a. bukti hak milik atas kapal;
b. identitas pemilik kapal;
Nomor Pokok Wajib Pajak;

o

e

surat ukur;

e. laporan pemeriksaan keselamatan kapal yang dibuat
oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal;

f.  surat kuasa untuk mengajukan permohonan dan
pengurusan pendaftaran kapal dari pemilik kapal
(apabila dikuasakan);

g. bukti pelunasan bea balik nama kapal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

h. rekomendasi dari menteri yang bertanggung jawab
terhadap kegiatan khusus kapal penangkap ikan.

Surat kuasa  untuk  mengajukan = permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat

dilakukan dalam hal:

a. apabila pemiliknya terdiri dari perorangan maupun
beberapa orang;

b. apabila pemiliknya suatu badan hukum;

c. apabila pemiliknya bertempat tinggal ditempat lain

daripada tempat dilakukannya pendaftaran; dan

d. apabila pemiliknya Kementerian dan/atau lembaga.
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(3) Bukti hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a.

bagi kapal bangunan baru yang dibuat oleh

galangan:

1. kontrak pembangunan kapal atau surat
perjanjian pembangunan kapal;
berita acara serah terima kapal;
surat keterangan galangan(builder -certificate);
dan

4. Bukti Pelunasan pembangunan kapal.

bagi kapal bangunan baru yang dibuat oleh tukang

secara tradisional:

1. surat keterangan tukang yang diketahui oleh
Camat; atau

2. surat keterangan tukang yang dilampiri surat
keterangan hak milik yang diterbitkan oleh
Camat.

bagi kapal yang pernah didaftar di negara lain:

1. bukti penerimaan uang/kwitansi (bill of sale) yang
dilegalisasi oleh Notaris yang menyaksikan
penandatanganan bill of sale tersebut atau oleh
Pejabat Pemerintah yang berwenang dari negara
bendera asal kapal; dan

2. berita acara serah terima kapal (protocol of
delivery and acceptance).

bagi kapal yang diperoleh melalui pemberian hibah

oleh Pemerintah baik dalam negeri maupun luar

negeri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

bagi kapal yang diperoleh melalui jual beli

dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat

dihadapan Notaris;

bagi kapal yang diperoleh melalui penyertaan modal

dibuktikan dengan:

1. akta penyertaan modal (inbreng) yang dibuat di

hadapan Notaris bagi badan hukum Indonesia;
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(4)

(9)

-12-

2. peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai Penyertaaan Modal Negara bagi
instansi pemerintah/BUMN/BUMD;

g. bagi kapal yang diperoleh melalui pemberian hibah
perorangan/badan hukum dibuktikan dengan akta
hibah yang dibuat dihadapan Notaris;

h. bagi kapal yang diperoleh melalui penetapan waris
dibuktikan denganpenetapan warisoleh pengadilan;

i.  bagi kapal yang diperoleh dari hasil sengketa antar
perorangan/Badan Hukum Indonesia dibuktikan
dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap; atau

j- bagi kapal yang diperolehdari hasil lelang oleh
instansi Pemerintah dibuktikan dengan risalah
lelang.

Identitas pemilik kapal sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b dapat berupa:

a. Kartu Tanda Penduduk bagi pemilik perseorangan;
atau

b. akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran
dasar perusahaan yang dibuat di hadapan Notaris
yang dapat menunjukkan susunan direksi dan/atau
komposisi saham terakhir serta telah mendapat
pengesahan dari instansi yang berwenang bagi
pemilik kapal yang merupakan perusahaandisertai
dengan profil perusahaan dari Instansi terkait;

c. akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran
dasar Koperasi dan yayasan yang dibuat di hadapan
Notaris yang dapat menunjukkan susunan pengurus
terakhir yang telah mendapat pengesahan dari
instansi terkait; dan

d. Peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja
Instansi Pemerintah /lembaga.

Pendaftaran hak milik atas kapal yang berasal dari

pengadaan kapal yang dilakukan dengan cara

memasukkan kapal bekas berbendera asing wajib
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dilengkapi dengansurat keterangan penghapusan dari
daftar kapal yang diterbitkan oleh negara bendera asal
kapal.

Bukti hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan surat keterangan penghapusan dari
daftar kapal yang diterbitkan oleh negara bendera asal
kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang
diserahkan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat
Baliknama Kapal harus dokumen asli.

Asli bukti hak milik atas kapal yang diserahkan kepada
Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal,
dikembalikan kepada pemilik kapal setelah grosse akta
diterbitkan dan dokumen asli surat keterangan
penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh
negara bendera asal kapal disimpan dalam daftar kapal

Indonesia.

Pasal 8
Untuk mendaftarkan hak milik atas kapalnya, pemilik
kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar
dan Pencatat Baliknama Kapal di salah satu tempat
pendaftaran kapal dengan  dilengkapi dokumen
pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) melalui SPKE.
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal
melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam
waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan
diterima secara lengkap.
Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kelengkapan
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum
terpenuhi, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama
Kapal menolak permohonan melalui SKPE kepada
pemilik kapal untuk melengkapi persyaratan dalam

waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
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Permohonan yang ditolak sebagaimana tersebut pada
ayat (3) dapat diajukan kembali oleh pemilik kapal
kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal
setelah persyaratan dilengkapi.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kelengkapan
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
terpenuhi, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama
Kapal membuat minuta akta dan akta pendaftaran kapal
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
Minuta akta pendaftaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) disimpan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat

Baliknama Kapal.

Pasal 9
Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal wajib
menolak untuk membuat akta pendaftaran kapal dalam
hal adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap atas gugatan dari pihak ketiga
terhadap hak milik atas kapal.
Pemberitahuan dan penolakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan paling lama dalam waktu 2

(dua) hari kerja dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 10
Minuta akta dan akta pendaftaran kapal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat(5) memuat:
a. nomor dan tanggal akta;
b. nomor, tanggal dan tempat penerbitan surat ukur;
c. data kapal meliputi:
. nama kapal;
. panjang;
. lebar;
. dalam;
. panjang kapal keseluruhan;
. tonase kotor;

. tonase bersih;

o N O u H W N =

. tanda selar;
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9. merk dan daya mesin induk;

10. tempat dan tahun pembangunan;

11. bahan utama; dan

12. jenis kapal;
d. kategori pendaftaran kapal;
e. nama dan tempat kedudukan Pejabat Pendaftar dan

Pencatat Baliknama Kapal;
f.  nama dan domisili pemilik; dan
g. uraian singkat kepemilikan kapal.
Minuta akta pendaftaran kapal ditandatangani oleh
pemilik kapal, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama
Kapal, dan Pegawai Pembantu Pendaftaran dan
Baliknama Kapal dan disimpan oleh Pegawai Pembantu
Pendaftaran dan Baliknama Kapal.
Akta pendaftaran kapal ditandatangani oleh Pejabat
Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal.
Setiap akta pendaftaran kapal yang telah ditandatangani
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung dibuatkan
daftar induk dan wajib ditandatangani bersamaan
dengan penandatanganan akta pendaftaran kapal.
Bentuk dan isi akta pendaftaran kapal dibuat dengan
menggunakan format Contoh 1 Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 11

Sebagai bukti hak milik atas kapal telah terdaftar,
kepada pemilik kapaldiberikan grosse akta pendaftaran
kapal yang berfungsi sebagai bukti hak milik atas kapal.
Grosse akta pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pendaftar dan
Pencatat Baliknama Kapal atau Pegawai Pembantu
Pendaftaran dan Baliknama Kapal.

Bentuk dan isi grosse akta pendaftaran kapal dibuat
dengan menggunakan format Contoh 2 Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.
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Pasal 12
Pada kapal yang telah didaftar wajib dipasang tanda
pendaftaran oleh pemilik kapal.
Pemasangan Tanda Pendaftaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibuatkan Berita Acara Pemasangan Tanda
Pendaftaran oleh Syahbandar.
Bentuk dan isi Berita Acara Pemasangan Tanda
Pendaftaran dibuat dengan menggunakan format Contoh
3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13
Tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (1) merupakan rangkaian angka dan huruf yang
menunjukkan:
a. tahun pendaftaran;
b. kode pengukuran dari tempat kapal didaftar;
c. nomor urut akta pendaftaran; dan
d. kode kategori pendaftaran kapal.
Kode kategori pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d, dinyatakan dengan:
a. huruf L untuk kapal laut;
b. huruf N untuk kapal nelayan; dan
c. huruf P untuk kapal yang berlayar di perairan
sungai dan danau.
Tanda pendaftaran harus dipasang di kapal secara
permanen di bagian luar dinding depan bangunan atas
atau pada tempat lain yang aman dan mudah dilihat.
Pemasangan tanda pendaftaran secara permanen
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan
cara:
a. dilas, dibaut atau dikeling untuk kapal konstruksi
baja atau aluminium;
b. dipahat untuk kapal konstruksi kayu; atau
c. dilekatkan atau dicat untuk kapal konstruksi

fibreglass atau bahan lain.
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Ukuran angka dan huruf untuk tanda pendaftaran

ditetapkan sebagai berikut:

a. kapal berukuran GT 7 (tujuh Gross Tonnage) sampai
dengan kurang dari GT 175 (seratus tujuh puluh
lima Gross Tonnage) menggunakan angka dan huruf
berukuran:

1. tinggi angka 65 (enam puluh lima) mm, lebar
40 (empat puluh) mm;

2. tinggi huruf besar 65 (enam puluh lima) mm,
lebar 50 (lima puluh) mm;

3. tinggi huruf kecil 50 (lima puluh) mm, lebar 35
(tiga puluh lima) mm; dan

4. tebal huruf dan angka 12 (dua belas) mm;

b. kapal berukuran GT 175 (seratus tujuh puluh lima
Gross Tonnage) atau lebih menggunakan angka dan
huruf berukuran:

1. tinggi angka 100 (seratus) mm, lebar 50 (lima
puluh) mm;

2. tinggi huruf besar 100 (seratus) mm, lebar 80
(delapan puluh) mm;

3. tinggi huruf kecil 75 (tujuh puluh lima) mm,
lebar 50 (lima puluh) mm; dan

4. tebal huruf dan angka 20 (dua puluh) mm.

Bentuk tanda pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan format Contoh

4 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14
Hak milik atas kapal yang sedang dibangun di dalam
negeri atau di luar negeri dapat didaftarkan sementara di
Indonesia dengan dibuatkan akta pendaftaran kapal
sementara.
Akta pendaftaran kapal sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dibuatkan apabila

pembangunan kapal paling sedikit secara fisik telah
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mencapai tahap penyelesaian bangunan lambung,

geladak utama, dan seluruh bangunan atas.

Untuk dapat dibuatkan akta pendaftaran kapal

sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik

kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar
dan Pencatat Baliknama Kapal melalui SPKE.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib

dilengkapi dengan:

a. bukti hak milik atas kapal yang berupa kontrak
pembangunan kapal atau surat perjanjian
pembangunan kapal;

b. identitas pemilik kapalsebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3);

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

d. surat keterangan mengenai data ukuran dan
perhitungan tonase kapal berdasarkan gambar
rancang bangun kapal yang diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal,

e. laporan tahapan pembangunan kapal yang sudah
dilaksanakan; dan

f.  persetujuan dari galangan untuk mendaftarkan
kapal atas nama pemesan selaku pemilik kapal.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk

kapal yang dibangun pada galangan di dalam negeri

diajukan oleh pemilik kapal kepada Pejabat Pendaftar
dan Pencatat Baliknama Kapal di pelabuhan terdekat
dilengkapi dengan dokumen pemenuhan persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk

kapal yang dibangun pada galangan di luar negeri

diajukan oleh pemilik kapal kepada Pejabat Pendaftar
dan Pencatat Baliknama Kapal pada Direktorat Jenderal
dilengkapi dengan dokumen pemenuhan persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) dan ayat (6), Pejabat Pendaftar dan Pencatat

Baliknama Kapal melakukan penelitian kelengkapan
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persyaratan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja
sejak permohonan diterima secara lengkap.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) belum terpenuhi, Pejabat
Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal menolak
permohonan melalui SPKE kepada pemilik kapal untuk
melengkapi persyaratan dalam waktu paling lama 2 (dua)
hari kerja.

Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) dapat diajukan kembali oleh pemilik kapal
kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal
setelah persyaratan dilengkapi.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) telah terpenuhi, Pejabat
Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal membuat akta
pendaftaran kapal sementara dalam waktu paling lama 2

(dua) hari kerja.

Pasal 15
Akta pendaftaran kapal sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) memuat:
a. nomor dan tanggal akta;
b. data kapal meliputi:
. nama kapal;
. panjang;
. lebar;
. dalam;
. panjang kapal keseluruhan;
. tonase kotor;
. tonase bersih;

. merek dan daya mesin induk;

© 00 NN & U W N =

. tempat dan tahun pembangunan;
10. bahan utama; dan
11. jenis kapal;
c. nama dan tempat kedudukan Pejabat Pendaftar dan

Pencatat Baliknama Kapal;
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d. nama dan domisili pemilik; dan

e. uraian singkat kepemilikan kapal.

Akta pendaftaran kapal sementara ditandatangani oleh
pemilik kapal, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama
Kapal, dan Pegawai Pembantu Pendaftaran dan
Baliknama Kapal.

Bentuk dan isi akta pendaftaran kapal sementara dibuat
dengan menggunakan format Contoh 5 Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Akta pendaftaran kapal sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku lagi pada saat
kapal dimaksud diserah terimakan atau pada saat

pembangunannya dinyatakan tidak dilanjutkan.

Pasal 16

Sebagai bukti hak milik atas kapal yang sedang dibangun
telah terdaftar sementara, kepada pemilik kapal
diberikan grosse akta pendaftaran kapal sementara yang
berfungsi pula sebagai bukti hak milik atas kapal yang
telah didaftar sementara.

Grosse akta pendaftaran kapal sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat
Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal atau Pegawai
Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.

Bentuk dan isi grosse akta pendaftaran kapal sementara
dibuat dengan menggunakan format Contoh 6 Lampiran
II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 17
Hak milik atas kapal yang didaftar untuk sementara
apabila telah diserah terimakan harus segera didaftarkan
di tempat kapal didaftarkan sementara dan dilaksanakan
dengan mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8.
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Permohonan pendaftaran kapal sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) disertai grosse akta pendaftaran kapal sementara.

Akta pendaftaran hak milik atas kapal yang pernah
didaftar untuk sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memuat juga bahwa hak milik atas kapal

sebelumnya pernah didaftar sementara.

Pasal 18

Pada setiap pengalihan hak milik atas kapal yang telah

didaftar, pemilik kapal yang baru harus mengajukan

permohonan baliknama kepada Pejabat Pendaftar dan

Pejabat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar melalui

SPKE paling lama 3 (tiga) bulan semenjak peralihan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

dilengkapi dengan:

a. bukti pengalihan hak milik atas kapal;

b. identitas pemilik kapal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3);

c. Nomor Pokok Wajib Pajak;

d. surat ukur atau surat ukur sementara; dan

e. grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta
baliknama kapal.

Bukti pengalihan hak milik atas kapal sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:

a. akta jual beli yang dibuat dihadapan Notaris;

b. akta hibah yang dibuat dihadapan Notaris;

c. akta pengalihan aset (inbreng) yang dibuat di
hadapan Notaris;

d. Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai
Penyertaaan Modal Negara ke dalam Badan Usaha
Milik Negara;

e. penetapan waris dari pengadilan negeri atau
putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap;
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f.  penetapan pengadilan negeri atau putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap; atau

g. risalah lelang.

Baliknama Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat

Baliknama Kapal dengan membuat akta Baliknama Kapal

dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan.

Akta Baliknama Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) hanya dapat dibuat apabila menurut catatan dalam

daftar induk, kapal dalam keadaan tidak sedang

dibebani hipotek dan/atau jaminan lainnya serta bebas

dari segala bentuk sitaan.

Pasal 19
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (1) Pejabat Pendaftar dan Pencatat
Baliknama Kapal melakukan penelitian kelengkapan
persyaratan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari
kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Pejabat
Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal menolak
permohonan melalui SPKE kepada pemilik kapal untuk
melengkapi persyaratan dalam jangka waktu paling lama
2 (dua) hari kerja.
Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat diajukan kembali oleh pemilik kapal
kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal
setelah persyaratan dilengkapi.
Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, Pejabat
Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal membuat akta
baliknama kapal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)

hari kerja.
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Pasal 20
Akta Baliknama Kapal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (4) memuat:
a. nomor dan tanggal akta;
b. nomor, tanggal dan tempat penerbitan surat ukur;
c. data kapal meliputi:
nama kapal;
. panjang;
. panjang kapal keseluruhan;
. lebar;
. dalam;
. tonase kotor;
. tonase bersih;

. tanda selar;

© 0 N O U AW N =

. merek dan daya mesin induk;
10. tempat dan tahun pembangunan;
11. bahan utama; dan
12. jenis kapal.
d. kategori pendaftaran kapal;
e. nama dan tempat kedudukan Pejabat Pendaftar dan
Pencatat Baliknama Kapal;
f.  nama dan domisili pemilik; dan
g. riwayat kepemilikan kapal.
Riwayat kepemilikan kapal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f berisi uraian singkat mengenai:
a. hak milik atas kapal yang pertama kali didaftar;
dan/atau
b. pengalihan hak milik atas kapal.
Akta Baliknama Kapal ditandatangani oleh pemilik kapal,
Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, dan
Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.
Setiap akta Baliknama Kapal harus dicatat dalam daftar
induk kapal yang bersangkutan pada tanggal yang sama
dengan penandatanganan akta baliknama kapal.
Bentuk dan isi akta Baliknama Kapal dibuat dengan

menggunakan format Contoh 7 Lampiran II yang
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merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 21

Sebagai bukti baliknama atas kapal telah dilakukan,
kepada pemilik kapal baru diberikan grosse akta
Baliknama Kapal.

Grosse Akta Baliknama Kapal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pendaftar dan
Pencatat Baliknama Kapal atau Pegawai Pembantu
Pendaftaran dan Baliknama Kapal.

Bentuk dan isi grosse akta Baliknama Kapal dibuat
dengan menggunakan format Contoh 8 Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 22

Dalam rangka pendaftaran kapal, Pejabat Pendaftar dan

Pencatat Baliknama Kapal tidak bertanggung jawab atas

kebenaran materiil dokumen yang disampaikan oleh pemilik

kapal.

(1)

(2)

(3)

Bagian Ketiga
Grosse Akta Pengganti

Pasal 23

Grosse akta pengganti dapat diterbitkan sebagai
pengganti grosse akta yang hilang atau grosse akta yang
rusak.

Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diterbitkan terhadap akta pendaftaran kapal, akta
baliknama kapal atau akta hipotek kapal yang hilang
berdasarkan keputusan pengadilan negeri kantor pusat
pemilik kapal atau domisili pemilik kapal.

Untuk mendapatkan grosse akta pengganti sebagaimana
yang dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan

permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat
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Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar melalui SPKE

dan wajib dilengkapi dengan:

a. penetapan pengadilan untuk grosse akta yang
hilang; dan

b. grosse akta yang rusak untuk permohonan
penggantian grosse akta yang rusak.

Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditandatangani oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat

Baliknama Kapal atau Pegawai Pembantu Pendaftaran

dan Baliknama Kapal.

Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat

(4)diberi tanggal, bulan, dan tahun penerbitan.

Penerbitan grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) dicatat dalam daftar induk pada tanggal

yang sama dengan penerbitan grosse akta pengganti

kapal.

Bagian Keempat

Penghapusan Pendaftaran Kapal

Pasal 24

Penghapusan pendaftaran hak milik atas kapal dari
daftar kapal Indonesia dilakukan oleh Pejabat Pendaftar
dan Pencatat Baliknama Kapal dengan cara mencoret dan
dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan.
Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan:

a. atas permohonan dari pemilik kapal dengan alasan

sebagai berikut:

1. kapal tidak dapat dioperasikan lagi, antara lain
tenggelam, kandas, terbakar sehingga tidak
dapat dioperasikan kembali;
kapal dirampas oleh bajak laut atau musubh;
terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 667 Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang;

4. kapal ditutuh (scrapping); dan
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5. kapal beralih kepemilikan kepada warga negara
asing dan/atau badan hukum asing; dan
6. kapal akan didaftarkan di negara lain;

b. berdasarkan penetapan pengadilan negeri atau
putusan pengadilan yang telah ~mempunyai
kekuatan hukum tetap terhadap antara lain
kejadian perselisihan yang melibatkan pemilik kapal
dan pemilik kapal terbukti melakukan tindak pidana
khususnya di bidang pendaftaran kapal, pemilik
pailit, perselisihan antara pemegang saham.

Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a diajukan oleh pemilik kapal kepada

Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di

tempat kapal didaftar dengan mencantumkan alasan

penghapusan melalui SPKE dan disertai dokumen asli:

a. grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta
baliknama kapal;

b. surat ukur; dan

c. surat tanda kebangsaan kapal.

Dalam hal telah terjadi peralihan hak milik atas kapal,

permohonan pengahapusan pendaftaran hak milik atas

kapal dari Daftar Kapal Indonesia, wajib dilengkapi
dengan:

a. grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta
baliknama kapal;

b. surat ukur; dan

c. surat tanda kebangsaan kapal.

Dalam hal grosse akta pendaftaran kapal atau grosse

akta baliknama kapal sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) huruf a hilang, harus dibuatkan grosse akta pengganti

berdasarkan penetapan pengadilan negeri atau putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap.

Dalam hal Surat Ukur dan/atau Surat tanda kebangsaan

kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan

huruf c hilang,harusdibuktikan dengan Surat Keterangan

Kehilangan dari Kepolisian, dan dibuatkan salinan
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terhadap Surat Ukur dan/atau Surat tanda kebangsaan
kapal.

Bagi kapal yang beralih kepemilikan kepada warga
negara asing dan/atau badan hukum asing, permohonan
penghapusan harus dilengkapi dengan bukti pengalihan
hak milik atas kapal yang dibuat atau dilegalisasi oleh
Notaris.

Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal
melakukan pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) apabila menurut catatan dalam daftar induk kapal
dalam keadaan tidak sedang dibebani hipotek atau hak
kebendaan lainnya atas kapal serta bebas dari segala

bentuk sitaan.

Pasal 25

Bagi kapal yang telah dicoret dalam daftar kapal
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)
diterbitkan surat keterangan penghapusan pendaftaran
kapal oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama
Kapal.

Kapal yang telah dicoret dalam daftar kapal Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)
dilaporkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat
Baliknama Kapal kepada Direktur Jenderal untuk dicatat
dalam daftar pusat.

Bentuk dan isi surat keterangan penghapusan
pendaftaran kapal dari daftar kapal Indonesia dibuat
dengan menggunakan format Contoh 9 Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 26
Penghapusan pendaftaran hak milik atas kapal dari
daftar kapal Indonesia tidak menghilangkan hak
milikatas kapal.
Kapal yang telah dihapus dari daftar kapal Indonesia
dapat didaftarkan kembali.
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Pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dengan cara pemilik kapal mengajukan

permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat

Baliknama Kapal di tempat kapal semula didaftarkan

sepanjang kapal tersebut belum pernah didaftarkan di

negara lain melalui SPKE dan wajib dilengkapi dengan:

a. surat keterangan penghapusan pendaftaran kapal
dari daftar kapal Indonesia;

b. surat ukur baru;

c. identitas pemilik;

d. buktihak milik atas kapal;dan

e. Nomor Pokok Wajib Pajak.

Terhadap kapal yang pernah didaftar dalam Daftar Kapal

Indonesia kemudian dihapus dan beralih kepemilikan

serta didaftarkan di Negara asing, pemilik dapat

mendaftarkan  kembali  kapalnya  sebagai kapal

berbendera Indonesia.

Bagian Kelima

Pembatalan Akta

Pasal 27
Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dapat
membatalkan akta yang telah diterbitkan apabila
dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan akta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat
(4), Pasal 14 ayat (4), dan Pasal 18 ayat (2) dinyatakan
batal atau tidak sah oleh instansi yang berwenang.
Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberitahukan secara tertulis kepada pemilik atau
pemegang akta dan dicatat dalam daftar induk.
Pemilik kapal wajib mengembalikan grosse akta
pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal
yang sedang dibebani hipotek kepada Pejabat Pendaftar
dan Pencatat Baliknama Kapal ditempat kapal didaftar.
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Dalam hal pemilik kapal akan mendaftar kembali
kapalnya, wajib mengikuti ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Keenam

Pembebanan Hipotek Atas Kapal

Pasal 28
Kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal
Indonesia dapat dijadikan jaminan utang dengan
pembebanan hipotek atas kapal.
Pembebanan hipotek atas kapal dilakukan dengan
pembuatan akta hipotek kapal oleh Pejabat Pendaftar
dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal
didaftarkan dan dicatat dalam daftar induk kapal yang
bersangkutan.
Penerima hipotek atas kapal antara lain terdiri atas:
a. Warga Negara Indonesia atau warga negara asing;
b. bank nasional atau internasional;
c. lembaga keuangan nasional atau internasional; atau

d. lembaga non keuangan nasional atau internasional.

Pasal 29

Untuk dapat dilakukan pembebanan hipotek atas kapal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), pemilik
kapal dan penerima hipotek atau penerima hipotek
secara sendiri atas kuasa pemilik kapal mengajukan
permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat
Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dilengkapi dengan:
a. perjanjian kredit; dan
b. asli grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta

baliknama kapal.
Kuasa pemilik kapal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa akta kuasa pemilik kapal dan harus dibuat

dihadapan Notaris.
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Pasal 30
Akta hipotek kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28 ayat (2) memuat:
a. nomor dan tanggal akta;
b. nama dan tempat kedudukan Pejabat Pendaftar dan
Pencatat Baliknama Kapal;

c. nama dan domisili pemberi dan penerima hipotek;

d. nomor dan tanggal akta pendaftaran atau akta
baliknama;

e. data kapal;

f.  dasar pembebanan hipotek;

g. nilai hipotek; dan

h. hal-hal lain yang diperjanjikan.

Akta hipotek kapal ditandatangani oleh pemilik kapal,
penerima hipotek, Pejabat Pendaftar dan Pencatat
Baliknama Kapal, dan Pegawai Pembantu Pendaftaran
dan Baliknama Kapal.

Penandatanganan, pemberian nomor, tanggal akta
hipotek kapal, dan pencatatan dalam daftar induk harus
dilakukan pada tanggal yang sama.

Bentuk dan isi akta hipotek kapaldibuat dengan
menggunakan format Contoh 10 Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 31

Sebagai bukti kapal telah dibebani hipotek kepada
penerima hipotek diberikan grosse akta hipotek kapal.
Gross akta hipotek kapal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pendaftar dan
Pejabat Baliknama Kapal atau Pegawai Pembantu
Pendaftar dan Baliknama Kapal.

Grosse akta hipotek kapal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama
dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum yang tetap.
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Grosse akta hipotek kapal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan kepada penerima hipotek bersamaan
dengan grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta
baliknama kapal.

Bentuk dan isi grosse akta hipotek kapal dibuat dengan
menggunakan format Contoh 11 Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 32

Dalam hal penerima hipotek terdiri dari beberapa kreditur

yang merupakan sindikasi, pemberian grosse akta hipotek

kapal diberikan secara bersamaan dengan grosse akta

pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal kepada

salah satu kreditur anggota sindikasi yang diberi kuasa untuk

mewakili sindikasi.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 33
Setiap pengalihan hipotek atas kapal dilakukan dengan
pembuatan akta pengalihan hipotek kapal oleh Pejabat
Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal
didaftarkan dan dicatat dalam daftar induk kapal yang
bersangkutan.
Untuk dapat dilakukan pengalihan hipotek atas kapal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima
pengalihan hipotek atas kapal mengajukan permohonan
kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal
di tempat kapal didaftar melalui SPKE.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
dilengkapi dengan asli:
a. bukti pengalihan hipotek;
b. grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta

baliknama kapal; dan

c. grosse akta hipotek kapal.
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal

melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam
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waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak permohonan
diterima.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, Pejabat
Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal menolak
permohonan melalui SPKE kepada pemohon untuk
melengkapi persyaratan dalam waktu paling lama 2 (dua)
hari kerja.

Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dapat diajukan kembali kepada Pejabat Pendaftar
dan Pencatat Baliknama Kapal setelah kekurangan
kelengkapan persyaratan dilengkapi.

Apabila kelengkapan persyaratan pengalihan hipotek atas
kapal terpenuhi Pejabat Pendaftar dan Pencatat
Baliknama Kapal membuat akta pengalihan hipotek

kapal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 34

Akta pengalihan hipotek kapal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 33 ayat (3) memuat:

a. nomor dan tanggal akta pengalihan hipotek kapal;
nama dan tempat kedudukan Pejabat Pendaftar dan
Pencatat Baliknama Kapal;

C nama dan domisili penerima pengalihan hipotek;

d. nomor dan tanggal akta hipotek kapal;

e. nama kapal;

f.  bukti pengalihan hipotek atas kapal; dan

g. nilai hipotek.

Akta pengalihan hipotek kapal ditandatangani oleh

penerima pengalihan hipotek, Pejabat Pendaftar dan

Pencatat Baliknama Kapal, dan Pegawai Pembantu

Pendaftaran dan Baliknama Kapal.

Penandatanganan, pemberian nomor, tanggal akta

pengalihan hipotek, dan pencatatan dalam daftar induk

harus dilakukan pada tanggal yang sama.

Bentuk dan isi akta pengalihan hipotek kapal dibuat

dengan menggunakan format Contoh 12 Lampiran II yang
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merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 35

Sebagai bukti telah dilakukan pengalihan hipotek atas
kapal diterbitkan grosse akta pengalihan hipotek kapal
yang ditandatangani oleh Pejabat Pendaftar dan Pejabat
Baliknama Kapal atau Pegawai Pembantu Pendaftar dan
Baliknama Kapal.

Grosse akta pengalihan hipotek kapal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penerima
pengalihan hipotek atas kapal bersamaan dengan grosse
akta hipotek kapal, dan grosse akta pendaftaran kapal
atau grosse akta Baliknama Kapal.

Bentuk dan isi grosse akta pengalihan hipotek
kapaldibuat dengan menggunakan format Contoh 13
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

Dalam hal penerima pengalihan hipotek atas kapal terdiri atas

beberapa kreditur yang merupakan sindikasi, pemberian

grosse akta pengalihan hipotek kapal diberikan secara

bersamaan dengan grosse akta hipotek kapal dan grosse akta

pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal kepada

salah satu kreditur anggota sindikasi yang diberi kuasa untuk

mewakili sindikasi.

(1)

(2)

Pasal 37
Kapal yang tidak lagi dijadikan jaminan utang dengan
pembebanan hipotek atas kapal, dilakukan pencoretan
hipotek (roya)
Pencoretan hipotek (roya) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat

Baliknama Kapal.
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Pasal 38

Pencoretan hipotek (roya) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 37 dilakukan berdasarkan:

a. permohonan penerima hipotek atas kapal atau
penerima pengalihan hipotek atas kapal;

b. permohonan pemberi hipotek atas kapal; atau

c. penetapan Pengadilan Negeri atau putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap.

Dalam hal pencoretan hipotek (roya) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dimohonkan oleh

penerima hipotek atas kapal melalui SPKE, permohonan

wajib dilengkapi dengan asli:

a. grosse akta hipotek kapal dan atau grosse akta
pengalihan hipotek atas kapal; dan

b. grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta
baliknama kapal.

Dalam hal pencoretan hipotek (roya) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dimohonkan oleh

pemberi hipotek atas kapal, permohonan wajib dilengkapi

dengan asli:

a. surat persetujuan dari penerima hipotek atas kapal;

b. grosse akta hipotek kapaldan atau grosse akta
pengalihan hipotek kapal; dan

c. grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta
baliknama kapal.

Permohonan pencoretan hipotek (roya) atau surat

persetujuan pencoretan hipotek (roya) sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang diajukan atau

diberikan oleh penerima hipotek atas kapal yang

merupakan badan hukum asing, harus dilegalisasi oleh

Notaris di tempat dibuatnya permohonan atau surat

persetujuan.

Pasal 39
Pencoretan hipotek (roya) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38 dilakukan dengan cara membuat catatan
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mengenai berakhirnya pembebanan hipotek atas kapal
dan mencoret catatan yang telah dibuat sebelumnya
tentang pembebanan hipotek atas kapal dalam daftar
induk kapal yang bersangkutan.

Dalam hal telah dilakukan pencoretan hipotek (roya),
Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal
membuat surat jawaban kepada penerima hipotik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).

Catatan mengenai berakhirnya pembebanan hipotek atas
kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya
disalin ke dalam grosse akta hipotek kapal.

Grosse akta hipotek kapal sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dikembalikan kepada pemilik kapal bersama
dengan grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta

baliknama kapal.

Bagian Ketujuh

Pendaftaran Hak Kebendaan Lainnya atas Kapal

Pasal 40
Pemegang hak kebendaan lainnya atas kapal yang telah
didaftar dapat mengajukan permohonan pendaftaran
hak kebendaan lainnya atas kapal kepada Pejabat
Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal
didaftar.
Pendaftaran hak kebendaan lainnya atas kapal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mencatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan.
Pemegang hak kebendaan lainnya atas kapal yang
memperoleh hak berdasarkan peralihan hak dapat
mengajukan permohonan pencatatan haknya kepada
Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di
tempat kapal didaftar.
Pencatatan hak kebendaan lainnya atas kapal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peralihannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
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berdasarkan dokumen yang menunjukan adanya hak

kebendaan lainnya atas kapal.

Pasal 41
Permohonan pencoretan hak kebendaan lainnya atas
kapal diajukan oleh pemegang hak kebendaan dimaksud
kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal
di tempat kapal didaftar melalui SPKE.
Permohonan pencoretan hak kebendaan lainnya atas
kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diajukan oleh pemilik kapal dengan melampirkan surat
persetujuan dari pemegang hak kebendaan dimaksud.
Pencoretan hak kebendaan lainnya atas kapal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan
cara membuat catatan tentang pelepasan hak dan
mencoret catatan yang telah dibuat sebelumnya tentang
adanya hak dimaksud dalam daftar induk kapal yang
bersangkutan.
Pencoretan hak kebendaan lainnya atas kapal dapat juga

dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Bagian Kedelapan
Penomoran Akta, Dokumentasi Pendaftaran Kapal,

dan Halaman Tambahan

Pasal 42

Penomoran akta pendaftaran kapal dan akta baliknama
kapal dilakukan secara berurutan sesuai dengan tanggal
penandatanganan akta yang dimulai dari nomor 1 (satu)
sampai dengan nomor 9999 (sembilan ribu sembilan
ratus sembilan puluh sembilan) dan selanjutnya dimulai
kembali dari nomor 1 (satu) dan dicatat dalam buku
penomoran akta pendaftaran kapal dan akta baliknama
kapal.

Penomoran akta pendaftaran kapal sementara dilakukan

secara berurutan sesuai dengan tanggal
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penandatanganan akta yang dimulai dengan nomor 1
(satu) pada setiap awal tahun dan dicatat dalam buku
penomoran akta pendaftaran kapal sementara.
Penomoran akta hipotek kapal dilakukan secara
berurutan sesuai dengan tanggal penandatanganan akta
yang dimulai dengan nomor 1 (satu) pada setiap awal
tahun dan dicatat dalam buku penomoran akta hipotek
kapal.

Penomoran akta pengalihan hipotek dilakukan secara
berurutan sesuai dengan tanggal penandatanganan akta
yang dimulai dengan nomor 1 (satu) pada setiap awal
tahun dan dicatat dalam buku penomoran akta

pengalihan hipotek kapal.

Pasal 43
Pencatatan dan pendokumentasian pendaftaran kapal
dilakukan dalam daftar kapal Indonesia.
Pencatatan dan pendokumentasian pendaftaran kapal ke
dalam daftar kapal Indonesia dilakukan dengan
membuat:
a. daftar harian;
b. daftar induk; dan

c. daftar pusat.

Pasal 44

Daftar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
ayat (2) huruf a diselenggarakan di setiap tempat
pendaftaran kapal oleh Pegawai Pembantu Pendaftaran
dan Baliknama Kapal.

Dokumen yang diberkas menjadi daftar harian meliputi:
a. minut akta; dan

b. semua dokumen yang  disyaratkan = untuk

pendaftaran kapal.
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Pasal 45

Daftar induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat
(2) huruf b diselenggarakan oleh Pegawai Pembantu
Pendaftaran dan Baliknama Kapal pada setiap tempat
pendaftaran kapal dan terbuka untuk umum.
Penyelenggaraan daftar induk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. membuat blanko daftar induk;
b. memberi nomor daftar induk;
c. mencatat data ringkasan dari minut akta

pendaftaran kapal ke dalam daftar induk;
d. mencatat perubahan data kapal; dan
e. mencatat perubahan status hukum kapal.
Bentuk dan isi daftar induk dibuat dengan menggunakan
format Contoh 14 Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Nomor daftar induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dibuat secara berurutan sesuai dengan urutan
pembuatan akta pendaftaran dimulai dari nomor 1 (satu)
sampai dengan nomor 9999 (sembilan ribu sembilan
ratus sembilan puluh sembilan) dan selanjutnya dimulai
kembali dari nomor 1 (satu).
Daftar induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dilaporkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat
Baliknama Kapal kepada Direktur Jenderal pada setiap

akhir bulan untuk dicatat dalam daftar pusat.

Pasal 46
Setiap terjadi perubahan muatan akta pendaftaran kapal
atau akta baliknama kapal dan status hukum kapal,
Pegawai Pembantu  Pendaftaran dan  Baliknama
Kapalwajib mencatat dalam daftar induk.
Perubahan muatan akta pendaftaran kapal atau akta
baliknama kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa perubahan:
a. nama kapal;

b. nama badan hukum pemilik kapal;
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c. kedudukan badan hukum pemilik kapal;
d. panjang, lebar dan dalam kapal;

e. tonase kotor dan tonase bersih;

f. tanda selar;

g. jumlah geladak dan jumlah cerobong asap;
h. merek dan daya mesin induk; dan

e

kategori pendaftaran kapal.

Catatan status hukum kapal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. pembebanan hipotek dan roya hipotek atas kapal;

b. baliknama kapal;

c. sita jaminan dan pengangkatan sita jaminan; dan

d. perintah atau putusan pengadilan atas kapal yang
bersangkutan.

Setiap catatan perubahan muatan akta pendaftaran

kapal dan akta baliknama kapal dan status hukum kapal

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

dilaporkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat

Baliknama Kapal kepada Direktur Jenderal dengan

mencantumkan nomor daftar pusat.

Atas permintaan pihak yang memerlukan, Pejabat

Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dapat

menerbitkan surat keterangan tentang status hukum

kapal sesuai dengan catatan dalam daftar induk.

Bentuk dan isi surat keterangan status hukum kapal

dibuat dengan menggunakan format Contoh 15 Lampiran

II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 47
Pada setiap tempat pendaftaran kapal Pegawai Pembantu
Pendaftaran dan Baliknama Kapal wajib membuat:
a. daftar kapal yang terdaftar;
b. daftar pemilik dari kapal yang terdaftar; dan
c. daftar kapal berdasarkan pemilik.
Bentuk dan isi daftar kapal yang terdaftar, daftar pemilik
dari kapal yang terdaftar, dan daftar kapal berdasarkan
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pemilik dibuat dengan menggunakan format Contoh 16,
Contoh 17, dan Contoh 18 Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 48

Pencoretan catatan status hukum kapal dalam daftar induk

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) hanya dapat

dilakukan atas:

a. permintaan tertulis dari pihak yang meminta pencatatan;

atau

b. permintaan pemilik kapal atas persetujuan dari pihak yang

(1)

(2)

(3)

meminta pencatatan atau berdasarkan penetapan
pengadilan negeri atau putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 49

Daftar pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat

(2) huruf c diselenggarakan pada unit kerja yang tugas

dan fungsinya di bidang pendaftaran dan kebangsaan

kapal pada Direktorat Jenderal.

Penyelenggaraan daftar pusat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. membuat daftar pusat;

b. memberi nomor daftar pusat untuk masing-masing
kapal,;

c. mencatat data ringkasan dari minut akta
pendaftaran kapal;

d. mencatat perubahan data kapal;

e. mencatat perubahan status hukum kapal; dan

f.  memberitahukan nomor daftar pusat kepada Pejabat
Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat
kapal didaftarkan.

Bentuk dan isi daftar pusat dibuat dengan menggunakan

format Contoh 19 Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan

ini.
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Pemberian nomor daftar pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan urutan
pencatatan yang dimulai dari angka 1 (satu) sampai
dengan seterusnya.

Pencatatan ringkasan dari minut akta pendaftaran kapal,
perubahan data kapal, dan perubahan status hukum
kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
huruf d, dan huruf e dilakukan berdasarkan laporan
daftar induk yang disampaikan oleh Pejabat Pendaftar

dan Pencatat Baliknama Kapal.

Pasal 50
Penyelenggara daftar pusat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (1) wajib membuat daftar kapal yang
tercatat dalam daftar pusat.
Bentuk dan isi daftar kapal yang tercatat dalam daftar
pusat dibuat dengan menggunakan format Contoh 20
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 51

Setiap terjadi perubahan muatan akta pendaftaran kapal

atau akta baliknama kapal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 46 ayat (1), pemilik harus memberitahukan kepada

Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di

tempat kapal didaftar melalui SPKE.

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib dilengkapi dengan:

a. surat ukur untuk perubahan nama kapal, ukuran,
dan/atau tonase kapal;

b. surat keterangan = penggantian mesin  dari
Syahbandar atau sertifikat klas untuk perubahan
mesin induk kapal;

c. akta perubahan anggaran dasar yang telah
mendapatkan pengesahan dari pejabat yang
berwenang untuk perubahan nama perusahaan;

atau
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d. sertifikat keselamatan untuk perubahan kategori
pendaftaran kapal.

Berdasarkan  pemberitahuan dari pemilik kapal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Pembantu
Pendaftaran dan Baliknama Kapal membuat halaman
tambahan grosse akta pendaftaran atau grosse akta
baliknama kapal berdasarkan catatan dalam daftar
induk.

Halaman tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilekatkan pada bagian akhir lembaran grosse akta
pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal.
Bentuk dan isi halaman tambahan dibuat dengan
menggunakan format Contoh 21 Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 52
Kapal yang mengalami perubahan kategori pendaftaran
pemilik wajib melakukan penyesuaian tanda
pendaftaran.

Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mengganti kode kategori yang
tercantum pada tanda pendaftaran yang terpasang di

kapal dengan kode kategori pendaftaran yang baru.

Pasal 53

Kapal penumpang semua ukuran dan kapal barang
berukuran tonase kotor GT 500 (lima ratus Gross
Tonnage) atau lebih yang telah didaftar di Indonesia dan
dipergunakan untuk pelayaran internasional harus
memiliki dokumen riwayat kapal sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen riwayat kapal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal dengan
dilengkapi dengan daftar isian sebagai berikut:

a. amandemen-amandemen dokumen riwayat kapal;

dan
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b. daftar amandemen dokumen riwayat kapal.

Daftar isian amandemen-amandemen dokumen riwayat

kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

dipergunakan untuk mencatat dan melaporkan

perubahan yang terjadi atas informasi yang tercantum
dalam dokumen riwayat kapal dengan cara:

a. pemilik, operator, atau Nakhoda mencatat
perubahan informasi;

b. daftar isian yang telah diisi, disimpan dalam arsip
bersama  dokumen riwayat kapal; dan

c. salinan dari daftar isian yang telah diisi
disampaikan kepada Direktur Jenderal beserta
dokumen pendukung mengenai perubahan yang
terjadi sebagai dasar penerbitan dokumen riwayat
kapal yang baru.

Daftar isian daftar amandemen dokumen riwayat kapal

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

dipergunakan untuk mencatat semua perubahan yang

terjadi atas informasi yang tercantum dalam daftar isian
amandemen dokumen riwayat kapal yang telah
dilaporkan kepada Direktur Jenderal dengan cara:

a. pemilik, operator, atau Nakhoda mencatat
perubahan informasi yang telah dibuat dan
dilaporkan; dan

b. daftar isian yang telah diisi, disimpan dalam arsip

bersama dokumen riwayat kapal.

Pasal 54

Untuk memperoleh dokumen riwayat kapal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) pemilik kapal

mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal
melalui SPKE dan wajib dilengkapi dengan:

a. Surat [jin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
(SIUPAL) atau Surat Ijin Operasi Angkutan Laut
Khusus (SIOPSUS);

b. grosse akta pendaftaran kapal atau grosseakta

baliknama kapal;
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c. Surat Tanda Kebangsaan Kapal;

d. sertifikat manajemen keselamatan (Safety
Management Certificate/ SMC);

e. dokumen penyesuaian manajemen keselamatan
(Document of Compliance/DOC);

f.  sertifikat keamanan kapal internasional
(International Ship Security Certificate/1SSC);

g. sertifikat-sertifikat klas; dan

h. daftar isian tentang informasi riwayat kapal.

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Direktur Jenderal melakukan penelitian

kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 2

(dua) hari kerja sejak permohonan diterima.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Direktur

Jenderal menolak permohonan melalui SPKE kepada

pemohon untuk melengkapi persyaratan dalam jangka

waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.

Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal

setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.

Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan dokumen

riwayat kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terpenuhi Direktur Jenderal menerbitkan dokumen

riwayat kapal dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)

hari kerja.

Dokumen riwayat kapal yang diterbitkan oleh Direktur

Jenderal diberi nomor secara urut yang menunjukan

dokumen riwayat kapal diterbitkan untuk yang kesekian

kali.

Dokumen riwayat kapal sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) dicatat dalam buku register dokumen riwayat

kapal dan diberi nomor register.

Nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

diberikan secara berurutan sesuai dengan tanggal

penerbitan yang dimulai dari nomor 1 (satu) sampai

dengan nomor 9999 (sembilan ribu sembilan ratus
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sembilan puluh sembilan) dan selanjutnya dimulai
kembali dari nomor 1 (satu).

Bentuk dan isi daftar isian informasi untuk penerbitan
dokumen riwayat kapal dan buku register dokumen
riwayat kapaldibuat dengan menggunakan format Contoh
22 dan Contoh 23 Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan
ini.

Dokumen riwayat kapal, amandemen dokumen riwayat
kapal, dan daftar amandemen dokumen riwayat kapal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2)
menggunakan  blanko dokumen  riwayat kapal,
amandemen dokumen riwayat kapal, dan daftar
amandemen dokumen riwayat kapal yang dibuat dan
dicetak oleh Direktorat Jenderal dengan menggunakan
format Contoh 24, Contoh 25, dan Contoh 26 Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 55
Dokumen riwayat kapal yang baru harus dibuat bila
terjadi perubahan data yang tercantum dalam dokumen
riwayat kapal yang telah ada.
Permohonan dokumen riwayat kapal yang baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh
pemilik kapal kepada Direktur Jenderal melalui SPKE
dan wajib dilengkapi dengan:
a. daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
ayat (2); dan
b. dokumen pendukung mengenai perubahan yang
terjadi.
Penerbitan dokumen riwayat kapal yang baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat dalam
buku register dokumen riwayat kapal.
Nomor registrasi dokumen riwayat kapal yang

dicantumkan dalam dokumen riwayat kapal yang baru
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harus sama dengan yang tercantum dalam dokumen

riwayat kapal yang lama.

Pasal 56
Sebagai pengganti dokumen riwayat kapal yang hilang
atau rusak dapat diterbitkan salinan dokumen riwayat
kapal.
Permohonan penerbitan salinan dokumen riwayat
kapalsebagai pengganti dokumen riwayat kapal yang
hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
oleh pemilik kepada Direktur Jenderal dilengkapi dengan
surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia.
Permohonan penerbitan salinan dokumen riwayat
kapalsebagai pengganti dokumen riwayat kapal yang
rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh
pemilik kepada Direktur Jenderal dilengkapi dengan
dokumen riwayat kapal yang rusak.
Salinan dokumen riwayat kapal diberi tanggal, bulan dan

tahun penerbitan.

BAB III
KEBANGSAAN KAPAL

Bagian Kesatu

Surat Tanda Kebangsaan Kapal

Pasal 57

Kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut
diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia
sebagai bukti kebangsaan kapal.

Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagaimana
yang dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:

a. Surat Laut untuk kapal berukuran GT 175 (seratus

tujuh puluh lima grosse tonnage) atau lebih;
b. Pas Besar untuk kapal berukuran GT 7 (tujuh

grosse tonnage) sampai dengan ukuran kurang dari
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GT 175 (seratus tujuh puluh lima grosse tonnage);
atau

c. Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7
(tujuh grosse tonnage).

Kapal yang hanya berlayar di perairan sungai dan danau

diberikan Pas Sungai dan Danau.

Pasal 58
Surat Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat
(2) huruf a diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
Untuk memperoleh Surat Laut sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan
kepada Direktur Jenderal melalui SPKE dan wajib
dilengkapi dengan:
a. fotokopi grosse akta pendaftaran kapal atau

grosseakta baliknama kapal;
b. fotokopi Surat Ukur; dan
c. surat keterangan dari pemilik kapal mengenai data
dan penggunaan kapal.

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Direktur Jenderal melakukan penelitian
kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 2
(dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Direktur
Jenderal menolak permohonan melalui SPKE kepada
pemilik untuk melengkapi persyaratan dalam jangka
waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal
setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Surat Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi Direktur
Jenderal menerbitkan Surat Laut dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) hari kerja.
Penerbitan Surat Laut sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) dicatat dalam buku register Surat Laut.
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Surat Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberi
nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register
Surat Laut.

Surat Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
menggunakan blanko Surat Laut yang dibuat dan dicetak
oleh Direktorat Jenderal dengan menggunakan format
Contoh 27 Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
Bentuk dan isi surat keterangan dari pemilik kapal dan
buku register Surat Laut dibuat dengan menggunakan
format Contoh 28 dan Contoh 29 Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 59
Pas Besar dan Pas Kecil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 57 ayat (2) huruf b dan huruf c diterbitkan oleh
Syahbandar.
Untuk memperoleh Pas Besar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan
kepada Syahbandar pada pelabuhan kapal berada
melalui SPKE.
Untuk memperoleh Pas Kecil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan
kepada Syahbandar pada pelabuhan kapal berada.
PermohonanPas Besar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) wajib dilengkapi dengan:
a. fotokopi grosse akta pendaftaran kapal atau
grosseakta baliknama kapal,
b. fotokopi Surat Ukur; dan
c. surat keterangan dari pemilik kapal mengenai data
dan penggunaan kapal.
Permohonan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dan wajib dilengkapi dengan:
a. bukti hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (3);
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b. identitas pemilik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (4); dan
c. surat keterangan mengenai data ukuran dan tonase
kapal yang diterbitkan oleh Syahbandar.
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) Syahbandar melakukan penelitian
kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 2
(dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) belum terpenuhi, Syahbandar
menolak permohonan melalui SPKE atau surat secara
tertulis kepada pemilik kapal wuntuk melengkapi
persyaratan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) dapat diajukan kembali kepada Syahbandar
setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Pas Besar
dan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan
ayat (5) terpenuhi Syahbandar menerbitkan Pas Besar
dan Pas Kecil.
Penerbitan Pas Besar atau Pas Kecil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku register.
Pas Besar dan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada
ayat (10) diberi nomor urut, nomor halaman, dan nomor
buku register.
Setiap Pas Besar dan Pas Kecil yang diterbitkan oleh
Syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
Pas Besar dan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) menggunakan blanko yang dibuat dan dicetak
oleh Direktorat Jenderal dengan menggunakan format
Contoh 30 Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bentuk dan isi surat keterangan dari pemilik kapal
mengenai data dan penggunaan kapal, buku register, dan
laporan penerbitan dibuat dengan menggunakan format

Contoh 31, Contoh 32, dan Contoh 33 Lampiran II yang
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merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 60

Kapal yang telah memperoleh Pas Kecil diberi tanda Pas
Kecil yang harus dipasang secara permanen dan mudah
dilihat pada kedua sisi haluan bagian luar lambung
kapal.
Tanda Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa rangkaian huruf dan angka yang menunjukkan
kode Pas Kecil dari pelabuhan yang menerbitkan Pas
Kecil diikuti dengan huruf No dan angka yang
menunjukkan nomor urut penerbitan Pas Kecil.
Bentuk tanda Pas Kecil dibuat dengan menggunakan
format Contoh 37 Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Tanda Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipasang permanen dengan cara:
a. dilas, dibaut atau dikeling untuk kapal konstruksi

baja atau aluminium; atau
b. dipahat untuk kapal konstruksi kayu.
Dilekatkan atau dicat untuk kapal konstruksi fibreglass
atau bahan lain.
Huruf dan angka dalam tanda Pas Kecil berukuran tinggi

150 (seratus lima puluh) mm.

Pasal 61

Surat Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat
(1) dan Pas Besar sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat
(1) berlaku selama tidak terjadi perubahan atas muatan
akta pendaftaran kapal atau pengalihan hak milik atas
kapal.

Pas Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1)
berlaku selama tidak terjadi perubahan data yang
tercantum dalam Pas Kecil dan/atau pengalihan hak

milik atas kapal.
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Pasal 62

Surat Laut, Pas Besar dan Pas Kecil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 dikukuhkan oleh
Syahbandar setiap tahun pada tanggal dan bulan
diterbitkannya.

Pengukuhan Surat Laut, Pas Besar dan Pas Kecil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
membubuhkan catatan pengukuhan pada tempat yang
telah disediakan pada masing-masing Surat Tanda
Kebangsaan Kapal dan dilaporkan kepada Direktur

Jenderal dan tempat penerbitan pertama kali.

Pasal 63
Surat Laut, Pas Besar dan Pas Kecil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 dikukuhkan oleh
Syahbandar setiap tahun pada tanggal dan bulan
diterbitkannya.
Pengukuhan Surat Laut, Pas Besar dan Pas Kecil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
membubuhkan catatan pengukuhan pada tempat yang
telah disediakan pada masing-masing Surat Tanda
Kebangsaan Kapal dan dilaporkan kepada Direktur
Jenderal dan tempat penerbitan pertama kali.
Pengukuhan Surat Laut dan Pas Besar sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan :
a. grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta
baliknama kapal;
b. surat ukur;
c. sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku;
d. sertifikat kelaikan dan pengawakan untuk kapal
penangkap ikan yang masih berlaku; atau
e. Akta perusahaan dengan anggaran dasar terakhir
yang dilegalisasi oleh instansi berwenang untuk
kapal yang dimiliki oleh badan Hukum Indonesia.
Pengukuhan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) wajib dilengkapi dengan :

a. surat keterangan ukuran;
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b. bukti kepemilikan kapal/surat tukang;

c. sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku;
atau

d. sertifikat kelaikan dan pengawakan untuk kapal
penangkap ikan yang masih berlaku.

Bentuk dan isi laporan pengukuhan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan

format Contoh 38 Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan

ini.

Pasal 64
Bagi kapal yang telah memperoleh Surat Laut apabila
mengalami perubahan muatan akta pendaftaran kapal
atau terjadi pengalihan hak milik atas kapal, diterbitkan
Surat Laut yang baru oleh Direktur Jenderal.
Untuk memperoleh Surat Laut yang baru sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan
permohonan melalui SPKE kepada Direktur Jenderal dan
wajib dilengkapi dengan:
a. surat laut yang lama;
b. grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta
baliknama kapal;
c. surat ukur; dan
d. surat keterangan dari pemilik kapal mengenai data
dan penggunaan kapal.
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Direktur Jenderal melakukan penelitian
kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 2
(dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Direktur
Jenderal menolak permohonan melalui SPKE kepada
pemilik kapal untuk melengkapi persyaratan dalam

waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
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Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal
setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Surat Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terpenuhi Direktur
Jenderal menerbitkan Surat Laut dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Penerbitan Surat Laut sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) dicatat dalam buku register Surat Laut.

Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register
Surat Laut dalam Surat Laut sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus sama dengan yang tercantum dalam

Surat Laut yang lama.

Pasal 65
Bagi kapal yang telah memperoleh Pas Besar apabila
mengalami perubahan muatan akta pendaftaran kapal
atau terjadi pengalihan hak milik atas kapal, diterbitkan
Pas Besar yang baru oleh Syahbandar.
Untuk memperoleh Pas Besar yang baru sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan
permohonan melalui SPKE kepada Syahbandar pada
Kantor Syahbandar di tempat kapal berada dan wajib
dilengkapi dengan:
a. Pas Besar yang lama;
b. grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta
baliknama kapal;
c. surat ukur; dan
surat keterangan dari pemilik kapal mengenai data
dan penggunaan kapal.
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Syahbandar melakukan penelitian kelengkapan
persyaratan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja
sejak permohonan diterima.
Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Syahbandar

menolak permohonan melalui SPKE kepada pemohon
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untuk melengkapi persyaratan dalam waktu paling lama
1 (satu) hari kerja.

Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dapat diajukan kembali kepada Syahbandar
setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.

Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Pas Besar
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi
Syahbandar menerbitkan Pas Besar dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Penerbitan Pas Besar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dicatat dalam buku register Pas Besar.

Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register
Pas Besar dalam Pas Besar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus sama dengan yang tercantum dalam Pas
Besar yang lama.

Pas Besar yang diterbitkan oleh  Syahbandar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada
Direktur Jenderal dan kepada Syahbandar yang
menerbitkan Pas Besar pertama kali.

Bentuk dan isi laporan pembaruan Pas Besar dibuat
dengan menggunakan format Contoh 39 Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 66
Bagi kapal yang telah memperoleh Pas Kecil apabila
mengalami perubahan data yang tercantum dalam Pas
Kecil dan/atau pengalihan hak milik atas kapal,
diterbitkan Pas Kecil yang baru oleh Syahbandar.
Untuk memperoleh Pas Kecil yang baru sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan
permohonan kepada Syahbandar di tempat kapal berada
dan wajib dilengkapi dengan:
a. Pas Kecil yang lama; atau
b. dokumen yang menunjukkan adanya perubahan

data yang tercantum dalam Pas Kecil.
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Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Syahbandar melakukan penelitian kelengkapan
persyaratan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja
sejak permohonan diterima secara lengkap.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Syahbandar
mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk
melengkapi persyaratan.

Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dapat diajukan kembali kepada Syahbandar
setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Pas Kecil
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi,
Syahbandar menerbitkan Pas Kecil baru.

PenerbitanPas Kecil baru sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dicatat dalam buku register Pas Kecil.

Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register
dalam Pas Kecil baru sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) harus sama dengan yang tercantum dalam Pas Kecil
yang lama.

Pas Kecil baru yang diterbitkan oleh Syahbandar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada
Direktur Jenderal.

Bentuk dan isi laporan pembaruan Pas Kecildibuat
dengan menggunakan format Contoh 38 Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 66
Kapal yang belum memiliki grosse akta pendaftaran
kapal/ grosse akta baliknama kapal dapat diberikan
Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang bersifat sementara
dalam bentuk:
a. Surat Laut Sementara; atau

b. Pas Besar Sementara.
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Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang bersifat sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3
(tiga) bulan dan tidak dapat diperpanjang.

Surat Laut Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a diterbitkan oleh Direktur Jenderal,
Syahbandar Utama atau Atase Perhubungan.

Pas Besar Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b diterbitkan oleh Syahbandar.

Pasal 67

Untuk memperoleh Surat Laut Sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a, pemilik kapal
mengajukan permohonan melalui SPKE kepada Direktur
Jenderal, Syahbandar Utama atau Atase Perhubungan
dan wajib dilengkapi dengan:
a. surat ukur atau surat ukur sementara;
b. bukti hak milik atas kapal; dan
c. surat pernyataan dari pemilik mengenai data dan

peruntukan kapal.
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Direktur Jenderal, Syahbandar Utama atau Atase
Perhubungan  melakukan  penelitian  kelengkapan
persyaratan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja
sejak permohonan diterima.
Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Direktur
Jenderal, Syahbandar Utama atau Atase Perhubungan
menolak permohonan melalui SPKE kepada pemilik kapal
untuk melengkapi persyaratan dalam waktu paling lama
1 (satu) hari kerja.
Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Direktur
Jenderal, Syahbandar Utama atau Atase Perhubungan
setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Surat Laut

Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

www.peraturan.go.id



(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

=7 2017, No.733

terpenuhi Direktur Jenderal, Syahbandar Utama atau
Atase Perhubungan menerbitkan Surat Laut Sementara.
Penerbitan Surat Laut Sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) diberi nomor urut dan dicatat dalam buku
register Surat Laut Sementara.

Surat Laut Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) menggunakan blanko Surat Laut Sementara yang
dibuat dan dicetak oleh Direktorat Jenderal dengan
menggunakan format Contoh 41 Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 68

Untuk memperoleh Pas Besar Sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, pemilik kapal
mengajukan  permohonan melalui SPKE kepada
Syahbandar pada Kantor Syahbandar di pelabuhan
tempat kapal berada dan wajib dilengkapi dengan:
a. surat ukur atau surat ukur sementara;
b. bukti hak milik atas kapal; dan
c. surat pernyataan dari pemilik mengenai data dan

peruntukan kapal.
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Syahbandar melakukan penelitian kelengkapan
persyaratan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja
sejak permohonan diterima.
Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Syahbandar
menolak permohonan melalui SPKE kepada pemohon
untuk melengkapi persyaratan dalam waktu paling lama
1 (satu) hari kerja.
Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Syahbandar
setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Pas Besar

Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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terpenuhi Syahbandar menerbitkan Pas Besar Sementara
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
Penerbitan Pas Besar Sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) diberi nomor urut dan dicatat dalam buku
register Pas Besar Sementara.

Pas Besar Sementara yang diterbitkan oleh Syahbandar
dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pas Besar Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) menggunakan blanko Pas Besar Sementara yang
dibuat dan  dicetak oleh  Direktorat Jenderal
menggunakan format Contoh 42 Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri Perhubungan ini.

Bentuk dan isi laporan penerbitan Pas Besar Sementara
dibuat dengan menggunakan format contoh 43 Lampiran
I[I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 69

Surat Laut yang hilang atau rusak dapat diganti dengan
menerbitkan Surat Laut yang baru oleh Direktur
Jenderal.
Untuk memperoleh Surat Laut yang baru sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan
permohonan melalui SPKE kepada Direktur Jenderal dan
wajib dilengkapi dengan:
a. surat keterangan Kepolisian Republik Indonesia bagi

Surat Laut yang hilang; atau
b. Surat Laut yang rusak.
Surat Laut yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus mencantumkan tulisan “sebagai pengganti yang
hilang” atau “sebagai pengganti yang rusak” pada bagian
bawah sebelah kiri.
Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register
yang dicantumkan harus sama dengan yang tercantum

dalam Surat Laut yang hilang atau rusak.
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Surat Laut baru diberi tanggal, bulan dan tahun

penerbitan.

Pasal 70
Pas Besar dan Pas Kecil yang hilang atau rusak dapat
diganti dengan menerbitkan Pas Besar yang baru oleh
Syahbandar.
Untuk memperoleh Pas Besar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan
melalui SPKE kepada Syahbandar pada pelabuhan di
tempat kapal berada dan wajib dilengkapi dengan:
a. surat keterangan Kepolisian Republik Indonesia bagi
Pas Besar yang hilang; atau
b. Pas Besar yang rusak.
Untuk memperoleh Pas Kecil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan
kepada Syahbandar pada pelabuhan di tempat kapal
berada dan wajib dilengkapi dengan:
a. surat keterangan Kepolisian Republik Indonesia bagi
Pas Kecil yang hilang; atau
b. Pas Kecil yang rusak.
Pas Besar dan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus mencantumkan tulisan “sebagai pengganti
yang hilang” atau “sebagai pengganti yang rusak” pada
bagian bawah sebelah kiri.
Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register
yang dicantumkan harus sama dengan yang tercantum
dalam Pas Besar dan Pas Kecil yang hilang atau rusak.
Pas Besar dan Pas Kecil baru diberi tanggal, bulan dan
tahun penerbitan.
Pas Besar dan Pas Kecil yang diterbitkan oleh
Syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan kepada Direktur Jenderal dan kepada
Syahbandar yang menerbitkan Pas Besar pertama kali.
Bentuk dan isi laporan penerbitan Pas Besar dan Pas
Kecil yang hilang atau rusak dibuat dengan

menggunakan format Contoh 44 Lampiran II yang
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merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Bagian Kedua

Pas Sungai dan Danau

Pasal 71
Kapal yang hanya berlayar di perairan sungai dan danau
diberikan Pas Sungai dan Danau.
Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diterbitkan oleh Syahbandar pada pelabuhan sungai
dan danau yang memiliki kode Pas Sungai dan Danau.
Kode Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud
padaayat (2) ditetapkan oleh Syahbandar tempat
pelabuhan sungai dan danau berada.
Kode Pas Sungai dan Danau berupa rangkaian huruf
terdiri dari 3 (tiga) huruf diawali dengan huruf capital dan
diikuti dengan huruf kecil yang merupakan singkatan

dari nama pelabuhan sungai dan danau.

Pasal 72

Untuk memperoleh Pas Sungai dan Danau sebagaimana

dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) pemilik kapal

mengajukan permohonan kepada Syahbandar pada

pelabuhan sungai dan danau yang memiliki kode Pas

Sungai dan Danau dan wajib dilengkapi dengan:

a. bukti hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2);

b. identitas pemilik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3); dan

c. surat ukur untuk kapal dengan tonase kotor paling
sedikit GT 7 (tujuh Gross Tonnage); atau

d. surat keterangan mengenai data ukuran dan tonase
kapal yang diterbitkan oleh Syahbandar bagi kapal
dengan ukuran kurang dari GT 7 (tujuh Gross

Tonnage).
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Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Syahbandar melakukan penelitian kelengkapan
persyaratan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja
sejak permohonan diterima secara lengkap.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Syahbandar
mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk
melengkapi persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu)
hari kerja.

Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Syahbandar
setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Pas Kecil
Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terpenuhi Syahbandar menerbitkan Pas Sungai dan
Danau.

Penerbitan Pas Sungai dan Danau sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dicatat dalam buku register Pas
Sungai dan Danau.

Pas Sungai dan Danau diberi nomor urut, nomor
halaman, dan nomor buku register Pas Sungai dan
Danau.

Setiap Pas Sungai dan Danau yang diterbitkan oleh
Syahbandar dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
Bentuk dan isi Pas Sungai dan Danau, buku register Pas
Sungai dan Danau, dan laporan penerbitan Pas Sungai
dan Danau dibuat dengan menggunakan format Contoh
46, Contoh 47, dan Contoh 48 Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 73
Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 72 ayat (1) berlaku selama tidak terjadi pengalihan
hak milik atas kapal dan perubahan data kapal.
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Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 72 ayat (1) dikukuhkan oleh Syahbandar setiap
tahun pada tanggal dan bulan diterbitkannya.
Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan membubuhkan catatan pengukuhan
pada tempat yang telah disediakan pada Pas Sungai dan
Danau dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Bentuk dan isi laporan pengukuhan Pas Sungai dan
Danau dibuat dengan menggunakan format Contoh 49
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 74
Bagi kapal yang telah memperoleh Pas Sungai dan Danau
apabila mengalami perubahan data yang tercantum
dalam Pas Sungai dan Danau dan/atau pengalihan hak
milik atas kapal, diterbitkan Pas Sungai dan Danau yang
baru oleh Syahbandar.
Untuk memperoleh Pas Sungai dan Danau yang baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal
mengajukan permohonan kepada Syahbandar pada
pelabuhan sungai dan danau tempat kapal berada dan
wajib dilengkapi dengan:
a. bukti hak milik atas kapal;
b. kartu tanda penduduk bagi perorangan atau
anggaran dasar perusahaan bagi badan usaha; dan
c. surat ukur untuk kapal dengan tonase kotor
sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh Gross Tonnage);
atau
d. surat keterangan mengenai data ukuran dan tonase
kapal untuk kapal dengan ukuran kurang dari GT 7
(tujuh Gross Tonnage).
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Syahbandar melakukan penelitian kelengkapan
persyaratan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja

sejak permohonan diterima secara lengkap.
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Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Syahbandar
mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk
melengkapi persyaratan.

Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dapat diajukan kembali kepada Syahbandar
setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Pas Sungai
dan Danau baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
terpenuhi Syahbandar menerbitkan Pas Sungai dan
Danau yang baru dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) hari kerja.

Penerbitan Pas Sungai dan Danaubaru sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam buku register Pas
Sungai dan Danau.

Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register
dalam Pas Sungai dan Danau baru harus sama dengan
yang tercantum dalam Pas Sungai dan Danau yang lama.
Bentuk dan isi laporan pembaruan Pas Sungai dan
Danau yang baru dibuat dengan menggunakan format
Contoh 50 Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 75

Pas Sungai dan Danau yang hilang atau rusak dapat
diganti dengan menerbitkan Pas Sungai dan Danau yang
baru oleh Syahbandar
Untuk memperoleh Pas Sungai dan Danau yang baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal
mengajukan permohonan kepada Syahbandar tempat
kapal berada dan wajib dilengkapi dengan:
a. surat keterangan Kepolisian Republik Indonesia bagi

Pas Sungai dan Danau yang hilang; atau
b. Pas Sungai dan Danau yang rusak.
Pas Sungai dan Danau yang baru sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus mencantumkan tulisan “sebagai

www.peraturan.go.id



2017, No.733

(4)

()

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

-64-

pengganti yang hilang” atau “sebagai pengganti yang
rusak” pada bagian bawah sebelah kiri.

Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register
Pas Sungai dan Danau yang baru harus sama dengan
yang tercantum dalam Pas Sungai dan Danau yang
hilang atau rusak.

Pas Sungai dan Danau yang diterbitkan oleh Syahbandar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada
Direktur Jenderal.

Bentuk dan isi laporan penerbitan Pas Sungai dan Danau
pengganti yang hilang atau rusak dibuat dengan
menggunakan format Contoh 51 Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 76

Kapal yang telah memperoleh Pas Sungai dan Danau
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) harus
diberi tanda Pas Sungai dan Danau yang dipasang secara
permanen dan mudah dilihat pada kedua sisi bagian luar
lambung di haluan kapal.
Tanda Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa rangkaian huruf dan angka yang
menunjukkan kode Pas Sungai dan Danau dari
pelabuhan yang menerbitkan Pas diikuti dengan huruf
No dan angka yang menunjukkan nomor urut penerbitan
Pas Sungai dan Danau dan kode “SD” yang menunjukkan
kapal hanya berlayar di perairan sungai dan danau.
Bentuk tanda Pas Sungai dan Danaudibuat dengan
menggunakan format Contoh 52 Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Tanda Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipasang secara permanen dengan cara:
a. dilas, dibaut, atau dikeling untuk kapal konstruksi

baja atau aluminium;

b. dipahat untuk kapal konstruksi kayu; atau
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dilekatkan atau dicat untuk kapal konstruksi

fibreglass atau bahan lain.

(5) Ukuran angka dan huruf untuk tanda Pas Sungai dan

Danau ditetapkan sebagai berikut:

a.

kapal berukuran GT 7 (tujuh Gross Tonnage) sampai

dengan kurang dari GT 175 (seratus tujuh puluh

lima Gross Tonnage) menggunakan angka dan huruf

berukuran:

1. tinggi angka 65 (enam puluh lima) mm, lebar 40
(empat puluh) mm;

2. tinggi huruf besar 65 (enam puluh lima) mm,
lebar 50 (lima puluh) mm;

3. tinggi huruf kecil 50 (lima puluh) mm, lebar 35
(tiga puluh lima) mm; dan

4. tebal huruf dan angka 12 (dua belas) mm;

kapal berukuran GT 175 (seratus tujuh puluh lima

Gross Tonnage) atau lebih menggunakan angka dan

huruf berukuran:

1. tinggi angka 100 (seratus) mm, lebar 50 (lima
puluh) mm;

2. tinggi huruf besar 100 (seratus) mm, lebar 80
(delapan puluh) mm;

3. tinggi huruf kecil 75 (tujuh puluh lima) mm,
lebar 50 (lima puluh) mm; dan

4. tebal huruf dan angka 20 (dua puluh) mm.

Pasal 77

(1) Surat Tanda Kebangsaan Kapal dan Pas Sungai dan

Danau dapat dibatalkan apabila:

a.

Surat Tanda Kebangsaan Kapal dan Pas Sungai dan
Danau diperoleh secara tidak sah;

kapal dipergunakan untuk melakukan kegiatan yang
membahayakan keamanan negara;

akta pendaftaran kapal atau akta baliknama kapal
dibatalkan; atau

pemilik atau badan usaha dinyatakan

bangkrut/pailit berdasarkan penetapan Pengadilan
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Negeri atau putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap.
Surat Tanda Kebangsaan Kapal dan Pas Sungai dan
Danau tidak berlaku lagi apabila:
a. kapal bukan lagi kapal Indonesia;
b. data kapal telah berubah;
c. kapal tenggelam dan tidak dipergunakan lagi; atau

d. kapal dirampas oleh bajak laut atau musuh.

Bagian Ketiga
Identitas Kapal

Pasal 78
Identitas kapal berkebangsaan Indonesia ditunjukkan
dengan:
a. mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera
kebangsaan;
b. mencantumkan nama kapal dan tempat kapal
didaftar; dan
c. tanda panggilan (call sign) stasiun radio kapal.
Bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikibarkan
pada buritan kapal.
Nama kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, dicantumkan pada bagian luar dinding buritan dan
kedua sisi bagian luar lambung di haluan kapal.
Tempat kapal didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, dicantumkan pada bagian luar dinding
buritan di bawah nama kapal.
Pencantuman nama kapal sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan tempat kapal didaftar sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), dilakukan secara permanen
dengan cara:
a. dilas, dibaut, atau dikeling untuk kapal konstruksi
baja atau aluminium;

b. dipahat untuk kapal konstruksi kayu; atau
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c. dilekatkan atau dicat untuk kapal konstruksi
fibreglass atau bahan lain.

Nama kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan

tempat kapal didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat

(4), menggunakan huruf kapital dan atau angka dengan

ukuran tinggi disesuaikan dengan tonase kotor kapal

yaitu:

a. 200 (dua ratus) mm untuk kapal dengan tonase
kotor sampai dengan kurang dari GT 175 (seratus
tujuh puluh lima Gross Tonnage); dan

b. 200 (dua ratus) mm atau lebih untuk kapal dengan
tonase kotor GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross

Tonnage) atau lebih.

Pasal 79

Tanda panggilan (call sign) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 80 ayat (1) huruf c, ditetapkan oleh Direktur

Jenderal dengan memperhatikan ketentuan yang diatur

dalam Peraturan Radio Internasional (International Radio

Regulation).

Untuk memperoleh tanda panggilan (call sign), pemilik

mengajukan permohonan melalui SPKE kepada Direktur

Jenderal dan wajib dilengkapi dengan:

a. Surat Ukur bagi kapal dengan ukuran tonase kotor
sekurang-kurangnya lebih GT 7 (tujuh Gross
Tonnage) atau lebih;atau

b. Surat Keterangan Ukuran bagi kapal dengan bagi
kapal dengan ukuran tonase kotor kurang dari GT 7
(tujuh Gross Tonnage);atau

c. sertifikat radio kapal atau laporan hasil pemeriksaan
perangkat komunikasi radio kapal; dan

d. grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta
baliknama kapal.

Bagi kapal yang sedang dalam pembangunan,

permohonan untuk memperoleh tanda panggilan (call

sign) melalui SPKE kepada Direktur Jenderal dan wajib
dilengkapi dengan:
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a. kontrak pembangunan kapal;

b. surat pernyataan tentang tempat kapal akan
didaftar; dan

c. spesifikasi perangkat komunikasi radio yang akan

digunakan.

Pasal 80

Tanda panggilan (call sign) untuk kapal berukuran tonase
kotor GT 300 (tiga ratus Gross Tonnage) atau lebih terdiri
disusun sesuai dengan alokasi dalam Peraturan Radio
Internasional (International Radio Regulation) untuk kapal
Indonesia.

Tanda panggilan (call sign) untuk kapal berukuran tonase
kotor kurang dari GT 300 (tiga ratus Gross Tonnage)
terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) huruf untuk kapal
Indonesia, diikuti dengan 4 (empat) angka atau 4(empat)
huruf diikuti dengan 1 (satu) angka.

Susunan tanda panggilan (call sign) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur

Jenderal.

Pasal 81
Kapal dilarang menggunakan nama yang sama dengan
nama kapal lain sebagai identitas kapal.
Nama kapal dapat terdiri dari rangkaian huruf dan angka
tetapi tidak boleh diawali dengan angka.
Penulisan nama kapal harus menggunakan huruf
kapital.
Penggunaan dan penggantian nama kapalharus
memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal.
Penggantian nama kapal tidak dapat disetujui dalam hal
kapal dalam agunan atau pembebanan hipotik atau
dijaminkan.
Permohonan persetujuan penggunaan nama
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh

pemilik kapal melalui SPKE kepada Direktur Jenderal
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sebelum mengajukan permohonan penerbitan Surat

Ukur.

Permohonan penggantian nama sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) diajukan oleh pemilik kapal melalui SPKE

kepada Direktur Jenderal dan wajib dilengkapi dengan:

a. Surat Ukur; dan

b. grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta
baliknama kapal.

Pencantuman nama kapal yang baru dalam surat dan

sertifikat kapaldapat diikuti dengan nama kapal

sebelumnya yang terakhir.

Bagian Keempat
Nomor International Maritime Organization

(IMO Number)

Pasal 82

Kapal penumpang berukuran tonase kotor GT 100

(seratus Gross Tonnage) atau lebih dan kapal barang

berukuran tonase kotor GT 300 (tiga ratus Gross

Tonnage) atau lebih berbendera Indonesia yang

melakukan  pelayaran Internasional juga  harus

mencantumkan identitas berupa Nomor International

Maritime Organization (IMO Number).

Nomor IMO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dipasang secara permanen dan dicat menggunakan

warna yang kontras.

Nomor IMO sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipasang di:

a. buritan, kedua sisi lambung, dan dinding depan
bangunan atas dengan tinggi angka tidak kurang
dari 200 (dua ratus) mm;

b. dinding melintang kamar mesin dan kepala palka
dengan tinggi angka tidak kurang dari 100 (seratus)

mm; dan
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c. permukaan yang datar dari geladak dengan tinggi
angka tidak kurang dari 200 (dua ratus) mm khusus

untuk kapal penumpang.

Pasal 83
Untuk memperoleh Nomor IMO, pemilik kapal
mengajukan permohonan kepada Sekretariat Jenderal
IMO di London.
Nomor IMO tidak berubah walaupun terjadi pergantian

nama kapal, pemilik dan/atau kebangsaan kapal.

BAB IV
SISTEM INFORMASI DAFTAR KAPAL BERBENDERA
INDONESIA

Pasal 84
Sistem informasi daftar kapal berbendera Indonesia
paling sedikit memuat:
a. nama kapal yang telah didaftar;
b. pemilik kapal yang didaftar;
c. tempat kapal didaftarkan; dan
d. status hukum kapal yang terdaftar.
Sistem informasi daftar kapal berbendera Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
kegiatan:

a. pengumpulan data;

b. pengolahan data;

c. penganalisaan;

d. penyajian;

e. penyebaran; dan

f.  penyimpanan data dan informasi.

Pasal 85
Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal
84 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui pembuatan:
a. daftar harian;

b. daftar induk; dan
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c. daftar pusat.

Pengolahan dan penganalisaan data sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b dan huruf c,
dilakukan melalui:

a. identifikasi;

b. inventarisasi;

c. penelitian;

d. evaluasi;

e. kesimpulan; dan

f.  pencatatan.

Penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2)
huruf d, dilakukan dalam bentuk data dan informasi.
Penyebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat
(2) huruf e, dapat dilakukan melalui:

a. maklumat pelayaran; dan

b. media cetak dan/atau elektronik.

Penyimpanan data dan informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 84 ayat (2) huruf f, dapat dilakukan secara

manual dan elektronik.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

Pejabat yang tugas dan fungsinya di bidang kesyahbandaran

dan/atau kelaiklautan kapal dapat menjabat sebagai Pejabat

Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal atau Pejabat

Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.

Pasal 87

Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 86 yang belum mengikuti pendidikan

dan pelatihan pendaftaran dan kebangsaan kapal, wajib

mengikuti pembekalan pendaftaran dan kebangsaan kapal.
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Pasal 88
Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan

teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang
Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 204), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 90

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Mei 2017

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 39 TAHUN 2017

TENTANG

PENDAFTARAN

DAN

KEBANGSAAN KAPAL

PELABUHAN TEMPAT PENDAFTARAAN KAPAL

. Ambon

. Bagansiapi-api

. Balikpapan

. Banjarmasin

. Banten

. Batam

. Belawan

. Bengkulu/Pulau Baai

. Benoa

. Bitung

. Cilacap

Cirebon
Dobo

Dumai

Gorontalo

Jambi/Talang
Dukuh
Saumlaki

18

19.
20.
21.
22,
23.
24.
235.
26.
247

28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.

. Jayapura
Kendari
Kupang/ Tenau
Larantuka
Lembar
Lhokseumawe
Luwuk
Makassar
Manado
Manokwari

Maumere/Laurentius
Say

Merauke
Palembang

Panjang

Pantoloan/Donggala

Pekanbaru

Batang

35.

36.
37.

38.

39.

40.

41

42,

43.

44,

45.

46.

47,

48.

49.

S0.

S1.

Pontianak

Sabang

Samarinda
Sampit
Saumlaki

Sibolga

. Sorong

Teluk Bayur
Ternate
Tanjung Emas

Tanjung Perak

Tanjung Pinang
Tanjung Priok
Tanjung
Wangi/Meneng
Tual

Tarakan

Biringkasi

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI
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LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 39 TAHUN 2017
TENTANG PENDAFTARAN DAN
KEBANGSAAN KAPAL

Contoh 1

AKTA PENDAFTARAN KAPAL

Nomor :

Akta tanggal : - Pendaftaran sebuah kapal ........ bernama ...............
................. , seperti diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal
"""""""""""""""""""""""""" 3 wererernenen . NOIMOT ooiveinnenn [/oeeee.., dengan ukuran-

"""""""""""""""" Tonase Kotor (GT) L e e
bernama .....eenon.... Tonase Bersih (NT) - [ jmmmmmmmmmmmm e
Tanda Selar T e jmmmmmmmmmmmmmmm e
"""""""""""""" Kapal dibuat di ...c.cccoeeeevvvieveenenee... dalam  tahun
""""""""""""""""""" bahan utama dari ......, dilengkapi dengan mesin induk
merek .............. daya .............. , dan dipergunakan dalam
"""""""""""""" pelayaran 1 s sveen s v s oo
""""""""""""""" Kapal belum didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia ; ---
berkedudulian / Pada hari ini ............. tanggal............ telah
beralamat (*) ........ menghadap kepada kami,
....................................................................... . dalam hal ini
""""""""""""""" bertindak sebagai PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT
"""""""""""""""" BALIKNAMA KAPAL di .....cccceovvevvenenne.., berdasarkan
"""""""""""""""" Peraturan Menteri Perhubungan ** Nomor
............................ tanggal ..................dan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM. ........ Tahun 2016
tanggal, o 2016, sehubungan dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008,
dibantu oleh

................... ; beralamabtuswnsmnsnunymensnnynsnysynesysenes RDe soesansy O s
........... Kelurahan R ——————— Kecamatan
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............................................. tanggal ......c.ccccoceeeeevenennnen..... diterbitkan oleh
........................... , dikenal oleh kami dalam perbuatan hukum ini berdasarkan
................. , pemilik kapal ........ccccceeeveeee. DETNAMIA cneviinininiiiiiiiiieeicieeeieeaaenn
yvang dimaksud dalam akta ini; -------=--==--mmmmmm oo
————— Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih
dahulu j-------m s

- DARWA: TRAETITTUT  cvumssmsmumasmasaasassnsscnsin oo s s s s ss s s sses
- bahwa menurul v meovovasveymos o EyaEEymoEs FErEvEEEy RIS VIR S
- bahwa MENUTUL ..ottt e eaens
- bahwa MERUFAE s s s i RS
————— Bahwa kapal ................. bernama .......c.cccocovveveiiiiiennnnennnn..... dimiliki
OLE s s 00 000 00000 500 000 000 000 00 SR0 BRA00 berkedudukan di/beralamat (*) ........cooooeennn.
......................................................................................... , sehingga dapat

didaftar sebagai kapal Indonesia dan dapat memperoleh Surat Tanda
Kebangsaan Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 163 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan dengan
demikian memenuhi ketentuan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang ------------mmmmm oo oo

————— Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa
oleh karena kapal belum didaftar dalam daftar kapal Indonesia, maka
penghadap meminta supaya kapal didaftarkan atas nama pemiliknya sebagai
kapal ; —--mmm s
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77 -

————— Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai
Derikut j---mmmmm o m o e

| B
D) s e R S R R R jmm e
. jm e
i oarissnisson s 58 8 S R S S B
T ettt ettt e et e e et e ea e e eanen § e
————— Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar yang

diperlukan telah dibubuhi meterai secukupnya serta berpendapat bahwa
semua itu memenuhi syarat, maka dibuat akta ini untuk dijadikan bukti

bahwa kapal .......cccocoeeennee 6155 8 F2 6 4 £ L Bt ——
telaly didaftarkan alas HAIIA e s s s oo
betkedtidukaii AifDETalatnat (%] § cvevmovmovmivssmmsmmsmmssmssmssmmmssvamaivsevsosasssvssaviss
........................................... sebagai kapal ......ccooeviviiiiiin § mmm i mm e
————— Bersama ini diterangkan, bahwa surat-surat tersebut pada butir 1 sampai
dengan ......... dilekatkan pada minut akta ini dan yang tersebut pada butir
.......... sampai dengan ......... dikembalikan kepada penghadap ; ------------------
----- Demikian dibuat di .......................... pada hari dan tanggal tersebut di
atas dengan Nemor = ausvsssesesismessssvessesess dan setelah isi akta ini

dijelaskan dan disetujui, maka akta ini dibubuhi tanda tangan oleh
PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA
KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL

----- Dibuat dengan ............. coretan, perubahan maupun tambahan; -----------
PEJABAT PENDAFTARAN DAN PENGHADAP
PENCATAT BALIKNAMA KAPAL
PEGAWAI PEMBANTU
PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL
(*) Pilih yang sesuai;

(**) Permenhub mengenai organisasi dan tata kerja
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Contoh 2
AKTA PENDAFTARAN KAPAL
Nomor :
Akta tanggal : ----- Pendaftaran sebuah kapal ..................... bernama
....................................................................... , seperti
""""""""""""""" diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal ..........ccccocoeeenns,
NOMIOT & wonosnoonconoms  syesvensenysay oy esvvsvvsv e NOMIOT  csvesvossess L —— , dengan
ukuran-ukuran ; ----------mmmmmmm e
Mengenai kapal . Panjang e meter ; --------------------
Lebar o L. meter ; --------------m-omeo
............................. e T am e
bernama .............. Tonase Kotor (GT) TR R AR jmmmmmmmmmmmmmmm oo
Tonase Bersih (NT) TR AR AR A jmmm s mmmmmmmmmmmeee
"""""""""""""" Tanda Selar L iirierisiiiisiiesss jrmmmmmmmmmmm o
........................... Kapal dibuat di ...c.cccoeeeeveviieieenene... dalam  tahun
MiLIK oo e bahan utama dafh rememE—————————— 3
dilengkapi dengan mesin induk merek
.............................................................. daya e dan
dipergunakan dalam pelayaran di ................ j======m=-mmmoen
""""""""""""""" Kapal belum didaftarkan dalam daftar kapal Indones1a
sy mmmmmmmmme- Pada hari M. seussesmems
Renlela g Tanggalswrsmrrmrmsd telah menghadap kepada kami,
beralamab () s smvarewmvsemeremssvme s erverveeies , dalam hal ini bertindak
sebagai PEJABAT PENDAFTAR DAN  PENCATAT
""""""""""""""" BALIKNAMA KAPAL di ......cccoecvvevveennn.., berdasarkan
............................. Peraturan Menteri Perhubungan *M Nomor
............................ tanggal ..................dan Peraturan
"""""""""""""""" Menteri Perhubungan Nomor PM. ......... Tahun 2016
tanggal ........ooeeeeen 2016, sehubungan dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008,
dibantu oleh
Beralamat. oo 3 L A—— | 231,/ N R — Kelurahan
................................ , Kecamatan .....c..cccceeveeviiiiiiiiiiiiiiiininiincanenn...., pemegang
Kartu Tanda Penduduk NOIOT  ..ocooviiiiiiiiiiiiiiinn, tanggal
.................................. diterbitkan oleh ......c.cccoveviiiiiiiiiiiiiiiiiiieninenen...., dikenal
oleh kami dalam perbuatan hukum ini berdasarkan
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................................ 3 pemilik kapal bernama
............................................ yang dimaksud dalam akta ini; -----------------------
————— Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih
dahulu j---------mmmmmmm oo

- bahWa MISIUTUL  covevmsvusmsmmommmssss o o e s e o e s s
- bahiwa, MEMUTUL oo s s e Tsmmt s i S Timms. s i i imms e wand
- DARWA IIETIUTTLL . ooniniiiitiitiit ittt e et et et e e e e e e eeaeeaee
- bahwa MIEIIUTUE sovsvesssisseververssmes pemrsmss s n ey s Sy S PSS SR S Sy e s
————— Bahwa kapal .......c......... bernama .....c.ccoeevvieicveiieiinneeennnenennen.... dimiliki
oleh. wans e arr berkedudukan di/beralamat (*) .......coceeveiniinnnes
.......................................................................... , sehingga dapat didaftar

sebagai kapal Indonesia dan dapat memperoleh Surat Tanda Kebangsaan
Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan dengan demikian memenuhi
ketentuan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ----------------------

————— Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa
oleh karena kapal belum didaftar dalam daftar kapal Indonesia, maka
penghadap meminta supaya kapal didaftarkan atas nama pemiliknya sebagai
kapal § - mmm oo oo

————— Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai
DETTRUL §2-mm = mm s m s s o i e e e e e e e e e e e
Lo commmersvmmnyms im oo s e e N S N PR SN T S —
Do oo e N S S e
ST A A S
A S S S
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————— Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar yang
diperlukan telah dibubuhi meterai secukupnya serta berpendapat bahwa
semua itu memenuhi syarat, maka dibuat akta ini untuk dijadikan bukti

bahwa kapal ......cccoceeeennnee bernama sopsparsaerararen SO
telahh didaftarkan atas NAMA sissesvsssis oo orsosserss sesvss vss vos ov Suveus f3s Sv S Fw Fs P30
berkedudukan di/beradlamat. (¥); ovosmamemsesmmrvsmnmsemsssssseseoseosvens
................ sebagai Kapal ....c.cevuiiiniiiiin ) mmmm o o
————— Bersama ini diterangkan, bahwa surat-surat tersebut pada butir 1 sampai
dengan ......... dilekatkan pada minut akta ini dan yang tersebut pada butir
.......... sampai dengan ......... dikembalikan kepada penghadap ; ------------------
————— Demikian dibuat di .......................... pada hari dan tanggal tersebut di
atas dengan NOIMOT  ..ooiiiiiiiiiiiieeeaans dan setelah isi akta ini

dijelaskan dan disetujui, maka akta ini dibubuhi tanda tangan oleh
PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA
KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL

----- Dibuat dengan ............. coretan, perubahan maupun tambahan; -----------
————— Tertanda : (nama penghadap) ; ------------mmmmmmr e
————— Tertanda :(nama pejabat pendaftar dan pencatat baliknama kapal) ;
————— Tertanda : (nama pegawai pembantu pendaftaran dan
baliknama kapal) ;--------=--===mmcmmmmmmm oo
————— Dikeluarkan sebagai Grosse Akta Pendaftaran Kapal dan diberikan
KEDAAA. sonpus o 000050 565,055,505, 555. 505 555 505,565 835 48 berkedudukan di/beralamat (*)
................................................... sebagai pemilik kapal .........coooieviiiiiiiiiinn..
DErMAIIA syswmmmmvms s Faa sy j mmmmmmmmmmmmm e
PEJABAT PENDAFTARAN DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL
PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL
(*) Pilih yang sesuai;

(**) Permenhub mengenai organisasi dan tata kerja
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Contoh 3

BERITA ACARA PEMASANGAN TANDA PENDAFTARAN

(Pasal........... Permenhub Nomor ..... Tahun ......... )
Pada tanggal
Saya
Syahbandar di
Telah memasang tanda pendaftaran pada kapal ...........cc.cooceee yang
diterangkan di bawah ini,sesuai Akta Pendaftaran Kapal Nomor
........................... tanggal atas nama

............................................. berkedudukan  di/beralamat *
................................................. yang disimpan dalam daftar kapal

Nama Kapal
Tanda Selar
Tanda Pendaftaran
Cara Memasang

Pada pemeriksaan ini tidak terdapat tanda pendaftaran lain atau
bekas-bekasnya.

(Nama pejabat yang menerbitkan dan NIP)

(*Pilih yang sesuai
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Contoh 4
TANDA PENDAFTARAN KAPAL
2016 Pst No. 4999 /L
2016 : Tahun Pendaftaran Kapal
Pst : Kode Pengukuran dari tempat kapal
didaftar
No. : Nomor
4999 : Nomor Akta Pendaftaran Kapal
L : Kode Kategori pendaftaran kapal (L

kode kategori untuk kapal laut, N
kode kategori untuk kapal nelayan, P
kode kategori untuk kapal pedalaman
yaitu kapal yang berlayar di sungai

dan danau)
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Contoh 5
AKTA PENDAFTARAN KAPAL SEMENTARA
Nomor :
Akta tanggal : Pe‘nd.aftal'“an sementara sebuah kapal.... bernama....... g
seperti diuraikan dalam surat keterangan tentang ukuran
----------------------------- dan tonase kapal tertanggal ...............pee......... Nomor
NOIIOT & cooresmrmrrarey  SHoenssnsuns Y , dengan ukuran-ukuran ;---------------------
---------------------- Panjang simsises METET 5 mrmmmmsmmmm e
Mengenai kapal . Liebar % wesesees meter ; -----------------moo
Dalam Je——— meter ; ---------------mmomc
------------- bernama  Tonase Kotor (GT) D s e s s [jroSmSREESmE s
......................... Tonase Bersih (NT) - SRR - oot
Kapal sedang dibangun oleh.......c.ccoooeviiiiiiiiiiiiiiiininninininn.
--------------------------- di.......cocuvven.......bahan utamadari et ea e anany
MiliK oo dilengkapi dengan mesin induk merek .........c.c.coooeienil.
daya ...cocoeeveeneneennnt §
----------------------------------------- Pada hari ini ......cc.c.cceeeeeee....  tanggal
................................ telah menghadap kepada kami,
..................................................................................... . dalam hal ini
_____________________ bertindak sebagai PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT
_ BALIKNAMA KAPAL di , berdasarkan
berkedudukan di/ Peraturan Menteri Perhubungan (*" Nomor
beralamat (¥) ........ e RTIITRTI tanggal .....coveinnnnnn. dan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM. ...... Tahun 2016 tanggal
................................................. 2016, sehubungan dengan Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008, dibantu oleh

................... y Beralamiab.crsrommmsmammmameasemm s IOl s O
........... Kelurahan e et eaaeeay Kecamatan
................................................... , pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
............................................. tanggal ......c.ccccoceeevvenennnnnn..... diterbitkan oleh
............................................... , dikenal oleh kami dalam perbuatan hukum ini
D A S AT I e e A R S S
................................................................................................... , pemilik kapal
...................... bernama ......c.cccceeviviiiiiiiiiiiiiiiieneeee... yang dimaksud dalam
akta ini; —---m oo m s e

————— Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih
dahulu j-----mmm s
-balWa MIETIUTUL .ooviii ettt e e e eneae e
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-84-
—haNWa IIEIIUTUL ..ovniniiiiiiiiiiiiiiii ittt ettt ta et et e e e e aeaenee
-bahiwa IIEIIUTUL ..ot
-bahiwa IIEIUTUL ..ot e
————— Bahwa kapal ................. bernama .............coceeenvenenen..... dimiliki oleh
............................................. berkedudukan di/beralamat (*)........cccccovvnnnne.
.............................................................. , sehingga dapat didaftar sebagai

kapal Indonesia dan dapat memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal
Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan dengan demikian memenuhi ketentuan

Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ---------------------

————— Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa
2| 0121 (RN — =5 G2 518 L T ———— masih
dalam pembangunan BIEIE v s o di
................................ , oleh karena itu penghadap meminta supaya kapal
didaftarkan sementara atas nama pemiliknya ; -------------------mmmmmmmmm -
————— Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai
DETiRUL §-mmmm o m o mm o

Lo oo e S
S S AP ———
G TPt
TN, s S S A A D e M D M S S
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————— Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar yang
diperlukan dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta berpendapat bahwa
semua itu memenuhi syarat, maka kami menyuruh membuat akta ini untuk

dijadikan bukti bahwa kapal —  coesessesssase bernama
.................................................................................... telah didaftarkan
sementara atas TIATIA ......cocveiiirereerereereeieresereeenresersereeserenrenens berkedudukan
di/beralamat (*); ....coooviiiiiiiiii j mmmm e mmm oo

————— Bersama ini diterangkan, bahwa surat-surat tersebut pada butir 1 sampai

dengan ......... dilekatkan pada minut akta ini dan yang tersebut pada butir
.......... sampai dengan ......... dikembalikan kepada penghadap ; ------------------
----- Demikian dibuat di .......................... pada hari dan tanggal tersebut di
atas dengan Nomor = soswsmsmemsmsmemsmmmeiis dan setelah isi akta ini

dijelaskan dan disetujui, maka akta ini dibubuhi tanda tangan oleh
PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA
KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL

PEJABAT PENDAFTARAN DAN PENGHADAP
PENCATAT BALIKNAMA KAPAL

PEGAWAI PEMBANTU
PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL

(*)  Pilih yang sesuai,
(**) Permenhub mengenai organisasi dan
tata kerja
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Contoh 6

AKTA PENDAFTARAN KAPAL SEMENTARA

Nomor :

Akta tanggal :

————— Pendaftaran sementara sebuah kapal ......................
............................. Bernama  semewesms e ms ey s r e S S R S R TR seperti
. A diuraikan dalam surat keterangan tentang ukuran dan
tonase kapal tertanggal ..................... A ——————
............................. Nomor ............ /........., dengan ukuran-ukuran ; -----------
. Panjang - R meter ; ------------m-ommee-
Mengenel kapal Lebar L wemmmmn meter ; ------------m-mmmoe-
............................. Dalam D eeeeee... meter ) ---mmmmmmmmeeeeeeo
T — Tonase Kotor (GT) TR A AR jommmmmmmm e mmmm oo
""""""" Tonase Bersih (NT) T L e R
........................... Kapal sedang dibangun oleh.........c.ccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnen.
€ bahan utamadari  sosssesssssisssssinsis .
"""""""""""""" dilengkapi dengan mesin induk merek .............c...coeall
Milik ..o daya .ccocevevviniininnnn. § S e
------ Pada hari ini tanggal
............................................... telah menghadap kepada kami,
..................................................................................... , dalam  hal ini
berkedudukan di/ bertindak sebagai PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT
BALIKNAMA KAPAL di  cooevevveiniiveninennnes , berdasarkan
beralamat (*) ........ Peraturan Menteri Perhubungan ** Nomor
............................ tanggal ..................dan Peraturan
"""""""""""""""" Menteri Perhubungan Nomor PM. ......... Tahun 2016
............................. tanggal .................. 2016, sehubungan dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008,
"""""""""""""""" dibantu. 016w RO
................... , beralamat.......c.cccooevevivivineneeene.. RT. .. RW. Ll
Kelurahan ......c.ooeeeveviveveveniiennnn. , Kecamatan ...c.cooevevviiiiiiiiiiiiiiieniiiiieiiienennn. ,
pemegang Kartu Tanda Penduduk NOMOT .....c.oovviviiniiiiiiiiiiiiiinnns tanggal
.................................. diterbitkan oleh .........ccccviiiiiiiiiiiiiiniiiiiineann..., dikenal
oleh kami dalam perbuatan hukum ini
Berd asarkan s merene s e e e S S S S S IS S I O B SR
.......................................................................................... , pemilik kapal
...................... bernama ........cc.ccceveeneee....... yang dimaksud dalam akta ini; ----
————— Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih
dahulu j------mmm o
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- bahwa, MENUTTIL s ommarsrmsms s s e s S S A S RS
- bahwa
T T T T s s 000 0 00 0 0 S0 S0 0SS 00 0000 0, 0 0 00 00 000 005,305 90 S
[oT21 011772 85 14 (o3 016 1 o § | AU TSN
Tor el 3A B AATETIIRNTER coverensarorsmeessoessomssstasatoesotes o0ttt TS A R 8 R RS R VA T SR
————— Bahwa kapal seosssmsssss: DETIANIA pessssasssmsss s ses sy sas s
dimiliki oleh .........c........ berkedudukan di/beralamat (*).......cccoeveiininnnn.
.......................................................................... , sehingga dapat didaftar

sebagai kapal Indonesia dan dapat memperoleh Surat Tanda Kebangsaan
Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan dengan demikian memenuhi

ketentuan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ----------------------
————— Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa
12 o121 (R ———— Bermamia: s masih
dalam pembangunan (1 [ T S A di
................................ , oleh karena itu penghadap meminta supaya kapal
didaftarkan sementara atas nama pemiliknya ; -------------------mmmmmmmm -
————— Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai
DETIRU §mmmmmmmm s oo o e
N
PP
G PSP
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————— Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar yang
diperlukan dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta berpendapat bahwa
semua itu memenuhi syarat, maka kami menyuruh membuat akta ini untuk

dijadikan bukti bahwa kapal  sisssssessmssssmsvassmesag bernama
.................................................................................... telah didaftarkan
sementara atas NAIMIA ........euveviviiiiiiiiiniiiiiieeieei et eneaieaeens berkedudukan
di/beralamat (*); ..oocoovviiiiiiiiii ; mmmmmmmmmmmmmme
----- Bersama ini diterangkan, bahwa surat-surat tersebut pada butir 1 sampai
dengan ......... dilekatkan pada minut akta ini dan yang tersebut pada butir
.......... sampai dengan ......... dikembalikan kepada penghadap ; ------------------
————— Demikian dibuat di .........c................ pada hari dan tanggal tersebut di
atas dengan NOMIOT =~ .oiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeceeieeaeenene dan setelah isi akta ini

dijelaskan dan disetujui, maka akta ini dibubuhi tanda tangan oleh
PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA
KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA

N N D
--- Dibuat dengan ............. coretan, perubahan maupun tambahan; -----------
--—- Tertand a :(nama penghadap) ; -----------=------mmmmmmmmmmmmoomm o

--- Tertand a :(nama pejabat pendaftar dan pencatat baliknamakapal);
-—-Tertanda :(nama pegawai pembantu pendaftaran dan baliknama

kapal);----------- oo o e
————— Dikeluarkan sebagai Grosse Akta Pendaftaran Kapal Sementara dan
diberikan kepada .......ccccooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiininnnn berkedudukan di/beralamat
() sebagai pemilik kapal
................................. o753 0 = 111 U= e EE L

PEJABAT PENDAFTARAN DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL
PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL

(*) Pilih yang sesuai;

(**) Permenhub mengenai organisasi dan tata kerja
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Contoh 7
AKTA BALIKNAMA KAPAL
Nomor :
Akta tanggal : - Baliknama sebuah kapal ...................... bernama
......................................................... dahulu bernama
.......................................................... , seperti diuraikan dalam
Nomor : ............... Surat Ukur-tertanggal wevssrsvavnss soromemensmsms Nomor
.......... / «oviinenn., dengan ukuran- ukuran mmmmmmmme oo
Mengenai kapal ... Panjang = ... meter § s-esrssresrenmsrer
Lebar . meter ; ---------------oomc
............................. Dalam o S
bernama .............. Tonase Kotor (GT)  :  .evvvvvveveernennns jmmmmmmmmmmmm e
Tonase Bersih (NT) : ...ocvviiiiiinnnn. jmmmmmmmmm e mmmm oo
"""""""""""""" Tanda Selar PPy TNl UM S—
Mlhk ''''' Kapal dibuat @ o dalam tahun
.................. bahan utama dari ..............., dilengkapi
"""""""""""""" dengan mesin induk merek ............................... daya
.............................................. . dipergunakan dalam pelayaran
betkeduitiet d1/ RIETI dan telah didaftar dalam daftar kapal
beralamat (¥ ........ Indonesia di , dengan  Akta
Pendaftaran Kapal Nomor  ......oovvenens tanggal
...................................... atas  NAMA cooveeeiiineeereieeeriieeeiennnnss
"""""""""""""""" berkedudukan di/beralamat (¥) .....ccoooevviieiieereieeeeneannns
""""""""""""""" sebagai kapal ....................... kemudian dibaliknama
(iika pernah dibaliknama) dengan Akta Balik Nama
Kapal Nomor ............... tanggal sovesmsmvesvnmes menjadi
alas Mama: s berkedudukan
(G5 BToiEZY EZE 1 - 17 ) [ ———. j mmmmmmmmmmmmommeen
--- Pada hari ini .....c........... (17555 1 o1 | IR ———— telah menghadap
Kepada KAITI, ...coeieiiiniiiiiiiiii ettt ettt e e et e e e
dalam hal ini bertindak sebagai PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT
BALIKNAMA KAPAL di ..oooovvvvinnennne.. , berdasarkan Peraturan Menteri
Perhubungan (**) Nomor ............. tanggal .....cocoviiiiiiinienn. dan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM........ Tahun 2016 tanggal .........c.ccceenene.

2016, sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 7
Meci 2008, dibantn vlehasmmmsmarrrrersres s S T RS

, beralamat ................. RT. ..... RW. ..... Kelurahan ................ , Kecamatan
.......................... 5 eeenenrneneneenenenneeenenennenenenss, pemegang Kartu Tanda Penduduk
NOMOT  ceeeeeniieieenennnnen. tanggal = ...ooeeieiiiienen. , diterbitkan oleh
.................................. , dikenal oleh kami dalam perbuatan hukum ini
Derd aSATKAT, vy s s i S S T S S S
............................................................ , pemilik kapal ............... bernama
........................................................................... yang dimaksud dalam akta
T mmm s oo e
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————— Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih
dahulu j------ -

~bahwar TIETITW s svwsvwovsusssversersemes v s r ey ST By PP P R Sy e
- bahwa MENUTUL: s sssmsmesmmenressesseyosgess sy d sy sy s o s e s sy s AR a Ry haes
- baliwe TEIUTOE s sy s N SRR R T NS
- bahWa MIETIUTTL .oouiviiiiiiiiiiiiiiei ittt e et e e eaeaeraeaaeaaeas
————— Bahwa kapal ......cc...ccco... DETIAIIA oviinininitiiniiiiiiienieiei e eeeeee e
AIMIlKE OlEIL  ceninit et e e e e
berkedudukan di/beralamat (¥)...cccoeiiniiiiiiiiiiiiii e
.................................................................. , sehingga dapat didaftar sebagai

kapal Indonesia dan dapat memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal
Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan dengan demikian memenuhi ketentuan
Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ; -------------=-==-===—=-mmcmmmmeo -

————— Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa
oleh karena kapal belum dibaliknama dalam daftar kapal Indonesia, maka
penghadap meminta supaya kapal dibaliknama menjadi atas nama pemilik
yang baru dan tetap sebagai ............... (jika pemilik tidak meminta perubahan
KALEGOTI) 5 —=-mmmmm o s s s o o s e e s e

————— Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai
DETIRUL §mm - o mm o o oo o
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————— Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar yang
diperlukan telah dibubuhi meterai secukupnya serta berpendapat bahwa
semua itu memenuhi syarat, maka dibuat akta ini untuk dijadikan bukti

bahwa kapal ........c.cooevvveninenn. DErnama svevmervavrsy vy iy s s rey ST ST ES SRR
telah dibaliknama menjadi atas NAMA ......ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i
berkedudukan di/beralamat (¥) .ccocovviiviniiiiiie , dan tetap
U072 15 2 T L 7 N ——— (jika kategori kapal tidak berubah) ; --
————— Bersama ini diterangkan, bahwa surat-surat tersebut pada butir 1 sampai
dengan ......... dilekatkan pada minut akta ini dan yang tersebut pada butir
........ sampai dengan ........ dikembalikan kepada penghadap ; ---------------------
————— Demikian dibuat di .......c..ccccovviveviiniiniinnnnne..... pada hari dan tanggal
tersebut di atas dengan NOIOT ......oooiviiviiiiiiiiiiiniiiiees dan setelah isi

akta ini dijelaskan dan disetujui, maka akta ini dibubuhi tanda tangan oleh
PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA
KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA

PEJABAT PENDAFTARAN DAN PENGHADAP
PENCATAT BALIKNAMA KAPAL

PEGAWAI PEMBANTU
PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL

(*) Pilih yang sesuai;
(**) Permenhub mengenai organisasi dan tata kerja

www.peraturan.go.id



2017, No.733 _9o-

Contoh 8
AKTA BALIKNAMA KAPAL
Nomor :
Akta tanggal :  -—--- Baliknama sebuah kapal ............ bernama
................ dahulu bernama........ccccceeevenvnnnn...., seperti
""""""""""""""" diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal ..................,
[0 Y3110 T A ————— 11[ 5751 (o pmm— Y AR—— , dengan ukuran-
ukuran : ---------------
............................. et e Tk T ———
Mengenai kapal ... Lebar D e meter ; ----------------m---
Dalam Y S meter ; ----------------m-mo
""""""""""""""" Tonase Kotor (GT) @ .ooeviiivviniiniins jmmmmmmmmm oo
bernama .............. Tonase Bersih (NT) :  .ocviviiiiniinnnns e
Tanda Selar - T ————————— jmmmmmmmmmmmmmmm oo
"""""""""""""" Kapal dibuat di .........ccooceevieivneennn... dalam  tahun
OO bahan utama dari ............... , dilengkapi
Milik: sezsgsesssemmsss S G
dengan mesin induk merek ............coooiiiiiiin. daya
.................................... . dipergunakan dalam pelayaran
...................................... ,dan telah didaftar dalam daftar kapal
berkedudukan d1/ Indonesia  di  .oeeiiiiiiiiiii ; dengan  Akta
beralamat (4 ........ Pendaftaran Kapal Nomor  ............... tanggal
.................... atas NaMEa s
............................. berkedudukan Y | ——— )
................................................................................ sebagai
""""""""""""""" kapal ........cc.ccoeveeie.. . kemudian dibaliknama (jika
pernah dibaliknama) dengan Akta Balik Nama Kapal
Nomor ............... tanggal ......cooeeinininnn. menjadi atas
§ 821 10 = LSRRI
berkedudukan di/beralamat ]
---- Pada hari ini .....c...c....... tanggal ......coeeveniininiinimmmmm e telah
menghadap kepada Kkami, ........c.ccocooiviiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiininn, dalam, hal ini
bertindak sebagai PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL
L e , berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (**) Nomor
............. tanggal ......................... dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
| 21, ER— Tahun 2017 tanggal ........c.c.c.c..e. 2017, sehubungan dengan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008, dibantu oleh

........ , beralamat ............... RT. ..... RW. ..... Kelurahan .................., Kecamatan
.......................... 5 ceerersereneneeneeneieeneneeeeenenss, pemegang Kartu Tanda Penduduk
111153 60 o ————— tanggal  cocssvssmmess . diterbitkan oleh
.................................. , dikenal oleh kami dalam perbuatan hukum ini
L5153 Ce E= T2 1 02 | o PP PP PPRPRR
................................. ,pemilik kapal .............. bernama .........cccccceeniinnnen.
.................... yang dimaksud dalam akta ini j-------------=---——--mmcmmmm -
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-03-

————— Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih
dahulu j------ - e
- bahwa
TGN s e swrano s ass s v ot o307 1 38 3 30 317 0 3070 14 B8 1 B8 B S B8 14 B4 B 10 BTG 0034

- bahwa MenUTULissmsmemmmensessesseryossessssisiesie iy i oo s e i si iy oraes
balWa IIETIUTTIT ...vviviiniiiiiiitiiiii e e et e e e e s e aseneeneans
~DATIWE: TIVCTIITRG: rssrsincssnsrssssosomosomoessersessmesmes s a6 R 787 8 SR SR SRS S 5
————— Bahwa kapal cosesssass DELDATNE s e
dimiliki olehl T R SR S SR SR
berkedudukandi/beralamat (%) ssssvvssrsvrmsvomarvssviss rovisv e s davsss sy rsy ISy Sy ST IV SRS
.................................................................. ,sehingga dapat didaftar sebagai

kapal Indonesia dan dapat memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal
Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan dengan demikian memenuhi ketentuan
Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ; ------------=--==-==-==-——cmmoo—-

————— Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa
oleh karena kapal belum dibaliknama dalam daftar kapal Indonesia, maka
penghadap meminta supaya kapal dibaliknama menjadi atas nama pemilik

yang baru dan tetap sebagai ............... (jika pemilik tidak meminta perubahan
KAtEGOT) § = - oo m oo oo e
————— Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai
DT KUt - mmm o m oo oo
R SO §m
R S SO RSSO S ————— B e et
U U —— B
TN, R e A i A S A A A S A T AR §mmm
————— Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar yang

diperlukan telah dibubuhi meterai secukupnya serta berpendapat bahwa
semua itu memenuhi syarat, maka dibuat akta ini untuk dijadikan bukti
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bahwa kapal — s bernama  sosssssssssesssras
........................................ telah  dibaliknama  menjadi atas nama
.............. berkedudukan di/beralamat (¥ scissesvoonssvsmssmvovos oo i ssiss
dan tetap sebagai kapal ....c.ccocoeviiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnee. (iika kategori kapal tidak
berubah) j -----mmmmm o e

————— Bersama ini diterangkan, bahwa surat-surat tersebut pada butir 1 sampai
dengan ......... dilekatkan pada minut akta ini dan yang tersebut pada butir
........ sampai dengan ........ dikembalikan kepada penghadap ; ---------------------
————— Demikian dibuat di ......cc.coceevvvviieveiiiniienenenee..... pada hari dan tanggal
tersebut di atas dengan NOMOT ......o.oeuiiiiiiiiniiiiiiieiiiieeeeieenenes dan setelah isi

akta ini dijelaskan dan disetujui, maka akta ini dibubuhi tanda tangan oleh
PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA
KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA

KA P AL — oo m oo oo
————— Dibuat dengan ............c.c.cccuee......, perubahan maupun tambahan ;--------
————— Tertanda : (nama penghadap) ; -----------m=-mmmmmmmm
----- Tertanda :  (nama pejabat pendaftar dan pencatat baliknama
kapal) ; -----mmmmmmm e e
————— Tertanda :  (nama pegawai pembantu pendaftaran dan
baliknama kapal) ;------=-----m-mmmmm oo
————— Dikeluarkan sebagai Grosse Akta Baliknama Kapal dan diberikan kepada
.................... berkedudukan. difbetalamiat (%] ..ossomomonsims s smmmmmvsnsmsvsssvssassve
sebagai pemiik KApPal ...cocsmvmmmmmmmmsmesmememsaesas s s s s bernama

PEJABAT PENDAFTARAN DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL
PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL

(*) Pilih yang sesuai,
(**) Permenhub mengenai organisasi dan tata kerja
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Contoh 9

SURAT KETERANGAN PENGHAPUSAN PENDAFTARAN KAPAL
DARI DAFTAR KAPAL INDONESIA
(Pasal .............. Permenhub Nomor ...........ce.e Tahun 2017)

oSSR ————— 3
dengan ini menerangkan bahwa kapal ...l
bernama.....c.c.ccevuenennen. dengan data sebagai berikut : ---------------
- Panjang x Lebar x Dalam : ....... meterx .... meterx ...... meter
- Tonase Kotor ( GT) ! S
- Tonase Bersih ( NT') T omvere e R R R P TS TS YR SR SR SR AR
- Tanda Panggilan D —
- Tanda Selar - ————————————
- Tanda Pendaftaran SN

Menurut catatan dalam Daftar Induk :

a. Pernah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia di

..................... sebagai kapal ................. dengan Akta
Pendaftaran Nomor ............. tanggal ...l atas
DA A sy ovssssorswrsvrsasy berkedudukandi/beralamat ]
..................... kemudian dibaliknama (jika pernah dibaliknama)
dengan Akta Balik Nama Kapal Nomor ............... tanggal
....................... menjadi atas nama .......................berkedudukan
di/beralamat (*) .....ccovvvvnviniininninninnn

b. Dalam keadaan tidak sedang dibebani hipotek atau hak
kebendaan lainnya atas kapal serta bebas dari segala bentuk
sitaan.

c. Telah dicoret dari Daftar Kapal Indonesia pada tanggal
................................ atas permintaan
..................................... dengan surat NOmMOTr ......c.cccoveveveeennn.
tanggal .......ccoeevinninnen. perihal ..oooiiiiiiiiii

2. Demikian agar yang berkepentingan memaklumi.

(tempat dan tanggal penerbitan)

PEJABAT PENDAFTARAN DAN PENCATAT
BALIKNAMA KAPAL

(Nama Pejabat yang menerbitkan dan NIP)

Tembusan :

1. Dirjen Hubla;
2. Dir. Kappel;
3. Kasubdit ETP Dit. Kenavigasian.
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Contoh 10

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
AKTA HIPOTEK KAPAL

Nomor:
Akta tanggal : ........  --==-smmsmssee- Pada hari ini, ..ccscssasms tanggal
NOMIOT" I #5ss5s55555555  cpnomvonvansossnssonnass telah menghadap kepada kami, ............
s Eiat et T M ———
b ..................................... ,dalam hal 1ini Dbertindak sebagai
) SEDESAL oo PR JABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA
S  KAPAL di  coovveviviiiieieeee, , berdasarkan Peraturan
WA wrmrmemmrmrmsmsmmmrmimmcncmcts Menteri Perhubungan (**) Nomor ....... tanggal
BERPIUTANG :-----==  teririniiiiininieininnnenns dan Peraturan Menteri Perhubungan
................................. Nomor PM. R Tahun 2017 tanggal
.......................................... 2017, sehubungan dengan Undang-
“berkedudukan di / U'ndang Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008,
N dibantu oleh
beralamat (*) ----------
YANG: cosoooosorooosers: ooy s ey ey oy e e 5y S v S O e G RN A T S TR RS
BE RUT ANG & mmmmmmm o ittt et ettt e et et et et e et e e et et et e et eaeaa e eteeaneneseenanens
................................................................ sheralamat . smmmmmomsman
berkedudukan di /
beral £ (R) mome ,
cralaoet, [) pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
..................... frmmmme e tanggal ..o
___________________________ diterbitkan oleh .............c.ccc.........., dikenal oleh kami
JAMINANNYA : ------- dalam perbuatan hukum ini berdasarkan ;----------------
Sebuah kapal ---------
bernama .................
PP TP TP OPT PPN
2. Akta Kuasa Memasang Hipotek Kapal Nomor ...... tanggal .......cocooeninnnn. ,
dibuat di hadapan .........ccccceeeinnnl , Notaris di ....c.ccceeeees , yang
menerangkary DalIWel s v smsasssr s o sy e s T e

(Bank/Lembaga Keuangan Non Bank) telah mendapat kuasa dengan hak

substitusi dari ....c.ccc......... dalam jabatannya sebagai .........cococevunenenne dari
dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama ..........cccoceevenennn.
berkedudukan di/beralamat (*)......cc.ccoeennen. , khusus untuk memasang

hipotek, dengan demikian penghadap dalam kedudukannya tersebut di
atas, bertindak pula sebagai kuasa dari dan dengan demikian untuk dan

ALAS TANTE  gaosssrss s tersebut di atas, untuk selanjutnya
disebut DEBITUR, pemilik kapal ... bernama
....................................................... yang dimaksud dalam Akta Kuasa
Memasang Hipotek Kapal tersebut di atas j---------------=--cmmmmmmmm -
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------- Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan
terlebih dahulu ------- o m oo o e

..................................................................... , DEBITUR telah memperoleh

fasilitas kredit dari ........... (Bank/Lembaga Keuangan Non Bank) dengan
syarat-syarat dan Kketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam
(perjanjian kredit) ................. tersebut di atas j-----------=-=-mmmmmmmmmmm e

- bahwa menurut Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotek Kapal Nomor ....

tanggal ......... , dibuat di hadapan ......c.ccocoiiiiiiiiininienn. , Notaris di
............... , guna menjamin ketertiban pembayaran lunas dan lancar semua
hutang DEBITUR kepada ........... (Bank/Lembaga Keuangan Non Bank), baik

pokok kredit, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul dari atau
berdasarkan perjanjian kredit yang telah dibuat antara ...........
(Bank/Lembaga Keuangan Non Bank) dengan DEBITUR yang bersumber
pada (perjanjian kredit) ......coocoviviiiiiiiiiiiiiniinn , maupun hutang-hutang
yang timbul berdasarkan perjanjian fasilitas-fasilitas lainnya yang mungkin
masih akan dibuat di kemudian hari beserta addendum-addendumnya dan
atau perubahan-perubahannya dan yang besarnya berdasarkan pembukuan
........... (Bank/Lembaga Keuangan Non Bank), maka DEBITUR memberi
§ 25 01210 - N ———— (Bank/Lembaga Keuangan Non Bank),
Hipotek Pertama, Kedua, Ketiga dan seterusnya, sampai jumlah dan dengan
syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh ...........cc.ccceeel. (Bank/Lembaga
Keuangan Non Bank) atas sebuah kapal ............ bernama
................................ yvang terdaftar dalam daftar kapal Indonesia di
................................ atas nama DEBITUR dengan Akta Pendaftaran

Kapal/Akta Baliknama Kapal Nomor ........ tanggal sesmassrsmames dan
tentang kapal tersebut diuraikan lebih lanjut dalam surat ukur tertanggal
....................... Nomor ................ dengan ukuran, tonase dan tanda selar
sebagai berikut § —-----omm oo e
- Panjang R —— MELETr j--------mmmm oo oo

- Lebar S —— MELET §------ === mmmmmm oo
- Dalam - —— MELET §-=-======mmmmommsmmmmmsmmmnsmn e
- Tonase Kotor (GT) - S § T
- Tonase Bersih (NT) : ........... 3 T e
- Tanda Selar - S T

————— Bahwa menurut catatan dalam daftar induk pendaftaran kapal pada
waktu pemasangan hipotek ini, kapal ......... bernama ............ dalam
keadaan tidak dibebani dengan hipotek atau jaminan secara bagaimanapun
kepada pihak lain, serta bebas dari segala sitaan (jika pembebanan hipotek

————— Bahwa atas permohonan ........... (Bank/Lembaga Keuangan Non Bank)
dengan surat Nomor .........c.ccoc.eeee. tanggal .......ccoeiiennnn. , atas kapal ........
bernama ......cccoceeeiiienennn.. tersebut dipasang Hipotek ............ sebesar .....
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————— Penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa
pemasangan hipotek ini dilakukan dengan syarat-syarat yang tercantum

dalam (perjanjian kredit) ........ccociiiiiiiiiinnnn dan Akta Kuasa Untuk
Memasang Hipotek Kapal Nomor ..... tanggal ............. , dibuat di hadapan
............................................................... , Notaris di .......c.cvvvvvenenne.., dan

juga memakai syarat-syarat serta perjanjian-perjanjian yang lazim
dipergunakan untuk memasang Hipotek Pertama, Kedua, Ketiga dan
seterusnya, terutama syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang
termaktub dalam Pasal 1178, Pasal 1185 dan Pasal 1210 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata serta Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum

————— Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar yang
diperlukan telah dibubuhi meterai secukupnya serta berpendapat bahwa
semua itu memenuhi syarat, maka dibuat Akta Hipotek Kapal ini untuk

dijadikan bukti bahwa ........ccocvviiiiiiiiiiiin. berkedudukan di/beralamat
) [ECR—————————— , telah mendapat Hipotek .......cccoiiiinin sebesar
.............................. atas kapal bernama

................................................ yang telah diuraikan di atas ; ------------------

————— Demikian dibuat di .................... pada hari dan tanggal tersebut di atas
dengan [5)0711 (o) EEppemma— dan setelah isi akta hipotek kapal
ini dijelaskan dan disetujui, maka akta hipotek kapal ini dibubuhi tanda
tangan oleh PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN
PENCATAT  BALIKNAMA  KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU
PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL j------mm oo oo oo e e

PEJABAT PENDAFTARAN DAN PENGHADAP
PENCATAT BALIKNAMA KAPAL

PEGAWAI PEMBANTU
PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL

(*) Pilih yang sesuai;

(**) Permenhub mengenai organisasi dan tata kerja
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Contoh 11

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
AKTA HIPOTEK KAPAL

Nomor:

Aktatanggal : Pada hari ini, .......... tanggal ............. ——=--=-
NOmOr : .ovevenrvininnes telah menghadap kepada kami, ........cccovveviiiiiiiiiiiinininn,
Mengenai Hipotek ... .. ,dalam hal ini bertindak sebagai
""""" sebesar T PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA
’ ...................... KAPAL di  coveeeiiieiienennnns , berdasarkan Peraturan
VANG zosa-esmnmamas: Menteri Perhubungan (**) Nomor ....... tanggal
BERPIUTANG :------= e dan Peraturan Menteri Perhubungan
................................. Nomor PM. ......... Tahun 2017 tanggal .................. 2017,
................................. sehubungan dengan Undang—Undang Nomor 17
................................. Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008, dibantu oleh
berkednfdulery @] PSSO G B B
beralamat (*) ....... B mmims T A4 T TR SO T i
YANG 3-sm-en-enmncints quupuvmyony envery o33 03y 60 555 600 V3% S55 600 0% S35 £05 659 033 033 435 08Y 693 S39 SRRV IR R
BERUTANG : ----------
berkedudukan di /... Jberalamat....ccoevveviiiniiiiiniiiniiinnnn.
BT L, [ o oo Tyt o8P 3 R T T Y R T P P B R R TR I RS TR R
"""""""""""" ;T pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ...
P S g e £ANEEAL  erverreereereereee e diterbitkan  oleh
JAMINANNYA 2 momnmnn  esssssmmaasmsmssama s , dikenal oleh kami dalam
Sebuah kapal --------- perbuatan hukum ini berdasarkan ;-------------------------
bernama

P

2. Akta Kuasa Memasang Hipotek Kapal Nomor ...... L o151 | 3

dibuat di hadapan .....c..c.cocoooiiiiiiiiiiiiii e , Notaris di
............... , yang menerangkan balwa .......occoeviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeen

(Bank/Lembaga Keuangan Non Bank) telah mendapat kuasa dengan hak

substitusi dari ......c........... dalam jabatannya sebagai ..........ccocovunennnne dari
dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama ........c..ccccecceeenenne.
berkedudukan di/beralamat (*).........ccoccounnne , khusus untuk memasang

hipotek, dengan demikian penghadap dalam kedudukannya tersebut di
atas, bertindak pula sebagai kuasa dari dan dengan demikian untuk dan
A TETIA  conwmmoemmommmenmomememsms tersebut di atas, untuk selanjutnya
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disebut DEBITUR, pemilik kapal —  .......... bernama
........................................................ yang dimaksud dalam Akta Kuasa
Memasang Hipotek Kapal tersebut di atas j---------------=-=mmmmmmmmmm -

------- Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan
terlebih dahulu ------- - - oo o o

.......... , DEBITUR telah memperoleh fasilitas kredit dari ...........
(Bank/Lembaga Keuangan Non Bank) dengan syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan sebagaimana tercantum dalam (perjanjian kredit)
.................................. tersebut di atas j-------=--=--—m-mmmm

- bahwa menurut Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotek Kapal Nomor .....
tanggal ......... , dibuat di hadapan ......c.c.coccciiiiiiiininnnn.. , Notaris di
............... , guna menjamin ketertiban pembayaran lunas dan lancar semua
hutang DEBITUR kepada ........... (Bank/Lembaga Keuangan Non Bank), baik
pokok kredit, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul dari atau
berdasarkan perjanjian kredit yang telah dibuat antara ...........
(Bank/Lembaga Keuangan Non Bank) dengan DEBITUR yang bersumber
pada (perjanjian Kredit) .....ooovevieiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii , maupun
hutang-hutang yang timbul berdasarkan perjanjian fasilitas-fasilitas lainnya
yang mungkin masih akan dibuat di kemudian hari beserta addendum-
addendumnya dan atau perubahan-perubahannya dan yang besarnya
berdasarkan pembukuan ........... (Bank/Lembaga Keuangan Non Bank),
maka DEBITUR memberi kepada .....cccococviiiiiniiininnnnne. (Bank/Lembaga
Keuangan Non Bank), Hipotek Pertama, Kedua, Ketiga dan seterusnya,
sampai jumlah dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh

........................ (Bank/Lembaga Keuangan Non Bank) atas sebuah kapal
............ bernama .......ccoeevviviiiiiiiiiniiiininennnne....... yang terdaftar dalam daftar
kapal Indonesia di ........coevvveiiniiiiieninn. atas nama DEBITUR dengan Akta
Pendaftaran Kapal/Akta Baliknama Kapal Nomor ........ tanggal
...................... dan tentang kapal tersebut diuraikan lebih lanjut dalam surat
ukur tertanggal ........c..ceceeeinnnn Nomor sssesesvess dengan ukuran, tonase
dan tanda selar sebagai berikut : -------=---mmmmr
- Panjang I — TNELET j--===mmm oo o
- Lebar - S —— MELET j----== == m oo oo
- Dalam I — MELET j---——= - mm oo m o
- Tonase Kotor (GT) R e
- Tonase Bersih (NT) : ........... § T o
- Tanda Selar A — § T e

————— Bahwa menurut catatan dalam daftar induk pendaftaran kapal pada
waktu pemasangan hipotek ini, kapal ......... bernama ........c.c........ dalam
keadaan tidak dibebani dengan hipotek atau jaminan secara bagaimanapun
kepada pihak lain, serta bebas dari segala sitaan (jika pembebanan hipotek

pertama);------------- oo

————— Bahwa atas permohonan ........... (Bank/Lembaga Keuangan Non Bank])
dengan surat NOmor ...........cccueeee. tangeal e , atas kapal ........
bernama sosvsssmvanss smemves tersebut dipasang Hipotek ............ sebesar .....
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————— Penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa
pemasangan hipotek ini dilakukan dengan syarat-syarat yang tercantum

dalam (perjanjian kredit) ........ccociiiiiiiiiinnnn dan Akta Kuasa Untuk
Memasang Hipotek Kapal Nomor ..... tanggal ............. , dibuat di hadapan
.............................................. , NOEBIS @i sy dan juga

memakai syarat-syarat serta perjanjian-perjanjian yang lazim dipergunakan
untuk memasang Hipotek Pertama, Kedua, Ketiga dan seterusnya, terutama
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1178,
Pasal 1185 dan Pasal 1210 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta
Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;-------------=-=====-==-cocmuov

————— Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar yang
diperlukan telah dibubuhi meterai secukupnya serta berpendapat bahwa
semua itu memenuhi syarat, maka dibuat Akta Hipotek Kapal ini untuk

dijadikan bukti bahwa ........ccooviviiiiiiiiiin. berkedudukan di/beralamat
o /R , telah mendapat Hipotek ..........coooieni sebesar
.............................. atas kapal bernama

................................................ yang telah diuraikan di atas ; ------------------

----- Demikian dibuat di ......................... pada hari dan tanggal tersebut di
atas dengan Nomer suwwsspys dan setelah isi akta hipotek kapal
ini dijelaskan dan disetujui, maka akta hipotek kapal ini dibubuhi tanda
tangan oleh PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT
BALIKNAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN
BALIKNAMA KAPAL j---m oo oo oo oo o oo e e e e

————— Dibuat dengan ........................ coretan, perubahan maupun tambahan ;---

----- Tertanda : (nama penghadap); -------------------mmmmmmmmmmmmo
————— Tertanda : (nama pejabat pendaftar dan pencatat baliknama kapal);
————— Tertanda : (nama pegawai pembantu pendaftaran dan baliknama

————— Dikeluarkan sebagai Grosse Akta Hipotek Kapal dan diberikan kepada
.............................. berkedudukan di/beralamat (¥ ......ccocooeviiiiiiiiiiiniininninns
sebagai penerima hipotek ........cocoiiiiiiiiinae. atas kapal wssssssseravamaes
bernama ................ et

PEJABAT PENDAFTARAN DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL
PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL

(*) Pilih yang sesuai;
(**) Permenhub mengenai organisasi dan tata kerja
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Contoh 12

-102-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Nomor

Mengenai Hipotek --
............. , sebesar ----

PEMEGANG -----------
HIPOTEK: -------------

berkedudukan di /
beralamat
(o) F———— jmmm—-
PENERIMA ---------——-
PENGALIHAN ---------
HIPOTEK: ----=--mmemmm

berkedudukan di /
beralamat (*) ----------

JAMINANNYA : -------
Sebuah kapal ---------
bernama ...................

AKTA PENGALIHAN HIPOTEK KAPAL

Nomor:

——————————————— Pada hari ini, .......... tanggal .........--==----—-

telah menghadap kepada Kami, ......ccocvevvviveniniinineninnininenen.
......................... ,dalam hal ini bertindak sebagai PEJABAT
PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL di
................... . berdasarkan Peraturan Menteri
Perhubungan (**) Nomor ........ tanggal .....coveviiiiinininnennn.
dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. ...
Tahun 2017 tanggal .................... , sehubungan dengan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008tanggal 7 Mei
2008; dibanti/@leh oo mvmvm v o SIS AT PSS TS

....................................................... , beralamat.....ccoomsvesmnne
........... , pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
........................................... tanggal ....coooiiiiiiiiiiiiiiin
diterbitkan oleh .........cccoovviiiiiiiininnt , dikenal oleh kami
dalam perbuatan hukum ini berdasarkan
penerima pengalihan hipotek .........cooooviiiiininn. atas kapal
................. DETTIATIIAL ssvs vov cuv svvswv evwonvsssssvsmvavs s s s gmmmmmmm

dahulu —- -

- bahwa menurut Grosse Akta Hipotek Kapal Nomor .............. tanggal
........................... , Kapal ....c.ococoiee. DETNAMA ceiviiniiiniiiiiiiiiie e
telah dibebani hipotek .......c.coovviviivivenininnen, SEDESAT toiiniiiiiiiiiiiiieeeae
untuk kepentingan........cooevviiiiiiiiiiiiii berkedudukan
di/beralamat(®)........ccooeviiviniiiiiiniininin. e
-  bahwa  menurut (uraian  singkat bukti  pengalihan hipotek)
----- Selanjutnya penghadap meminta supaya hipotek ................ atas kapal
.............. bernama ................ sebagaimana dimaksud dalam Akta Hipotek
Kapal Nomor.............. tanggal ............... , yang semula untuk kepentingan
................... berkedudukan di/beralamat (*) ........................ dialihkan menjadi
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untuk e DETI TG AT cx vaes v o 550 v s, 550, 030 s 0, 000 0 9 050 9 0 90, 2 90 berkedudukan
difberalamat (*) sosmsmrsrsrrr s T T T P DO jmmmmmmmm e mmmen
————— Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar yang
diperlukan telah dibubuhi meterai secukupnya serta berpendapat bahwa
semua itu memenuhi syarat, maka dibuat Akta Pengalihan Hipotek Kapal ini

untuk dijadikan bukti bahwa hipotek ............ SEDESAT cevueniiiiniiiniiaeneanns atas
kapal .....ccoecennel bernama  ....o.ooeeeeniiiiiiiiiiiiieeeeeeaee sebagaimana
dimaksud dalam Akta Hipotek Kapal Nomor  ........ tanggal
................................. , telah dialihkan menjadi untuk kepentingan
.................................................................................................. berkedudukan
di/beralamat (*) s esvesvensomsevvsvesn snvervensons oo voy ooy s eTe S5 €75 SOV ESFIIHY jmmmmmmmm e mmmmmmeee
————— Demikian dibuat di ............. pada hari dan tanggal tersebut di atas
dengan Nomor .........ccceevennnens dan setelah isi akta hipotek ini dijelaskan dan

disetujui, maka Akta Pengalihan Hipotek Kapal ini dibubuhi tanda tangan oleh
PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA
KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA

————— Dibuat dengan ............ coretan, perubahan maupun tambahan ;------------

----- Tertanda : (nama penghadap); ----------------mmmmmmmmmm oo
————— Tertanda : (nama pejabat pendaftar dan pencatat baliknama kapal);
————— Tertanda : (nama pegawai pembantu pendaftaran dan baliknama

kapal) ;
————— Dikeluarkan sebagai Grosse Akta Hipotek Kapal dan diberikan kepada
.............................. berkedudukan di/beralamat (*) .............ccceeunennene.... sebagai
penerima hipotek ... atas kapal ... bernama

PEJABAT PENDAFTARAN DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL
PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL

(*) Pilih yang sesuai;
(**) Permenhub mengenai organisasi dan tata kerja
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Contoh 13

-104-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Nomor

Mengenai Hipotek --
............. , sebesar ----

PEMEGANG -----------
HIPOTEK: ----—-=—-———-

berkedudukan di /

AKTA PENGALIHAN HIPOTEK KAPAL

Nomor:

——————————————— Pada hari ini, .......... tanggal .........-==-----—-

telah menghadap kepada kami, .....ccooeeiiiiiiiiiiiiiiiniiiininn.
......................... ,dalam hal ini bertindak sebagai PEJABAT
PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL di
................... 3 berdasarkan Peraturan Menteri
Perhubungan (**) Nomor ........ tanggal wussmsmsmmsnssnssnssisosses
dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. ...
Tahun 2017 tanggal ...........ccooo.e. , sehubungan dengan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008tanggal 7 Mei
24 610 ke G P2 01 ARG

beralamat -------cmmoom et e
i . j-----
PENERIMA --------=-== e ettt e et e e e ammmm e
PENGALIHAN ---------
L o 8 M R ———— ; beralamat......covsvsieries
.......................................... , pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
berkedudukan di /... tanggal ....oooovevineeiieiiieeiieeeann,
beralamat (*) ---------- diterbitkan oleh .........ccocoiviiviniininnnnnn. , dikenal oleh kami
................................. dalam perbuatan hukum ini berdasarkan
JAMINANNYA : ------- penerima pengalihan hipoteK ..........ccoeeuvenneennee. atas kapal
Sebuah kapal ---------
bernama ........cc.........
................. 55705 111§ L (RO OO, -
---- Penghadap dalam kedudukannya tersebut diatas menerangkan terlebih
dahulu —----m o
- bahwa menurut Grosse Akta Hipotek Kapal Nomor .............. tanggal
........................... -7z o | PRV - ;1 ¢ | - LSS
telah dibebani hipotek ........ccooiiiiiiiiiiiiiinin, sebesar ...oocoieiiiiiiiiiiiiiiien
untuk Kepentingan. ......o.oevveiiiiiiiiiiiie e berkedudukan
di/beralamat (*)......ccoccviiviiiiiniiiiiiii } o
- bahwa menurut (uraian singkat bukti pengalihan  hipotek)

————— Selanjutnya penghadap meminta supaya hipotek ................ atas kapal
.............. bernama ................ sebagaimana dimaksud dalam Akta Hipotek
Kapal Nomor.............. tanggal ............... , yang semula untuk kepentingan
................... berkedudukan di/beralamat (*) ........................ dialihkan menjadi
untuk kepentingan......cocvuveviiiiiiiniiiiiiieeeee e berkedudukan
di/beralamat (*) «.ooovveviiiiiiiiiiiii jommmmmmm e
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————— Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar yang
diperlukan telah dibubuhi meterai secukupnya serta berpendapat bahwa
semua itu memenuhi syarat, maka dibuat Akta Pengalihan Hipotek Kapal ini

untuk dijadikan bukti bahwa hipotek ............ ST 6 o101 | S — atas
RAPAl  .oommssmcsmmm BERRATIE, e ammm———-——"— sebagaimana
dimaksud dalam Akta Hipotek Kapal Nomor  ........ tanggal
................................. , telah dialihkan menjadi untuk kepentingan
................................................................................................... berkedudukan
di/beralamat (*) .....coovviiiiiiiii jommmmmmm e mmm oo
————— Demikian dibuat di ............. pada hari dan tanggal tersebut di atas
dengan Nomor .........cccoeveeenens dan setelah isi akta hipotek ini dijelaskan dan

disetujui, maka Akta Pengalihan Hipotek Kapal ini dibubuhi tanda tangan oleh
PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA
KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA

————— Dibuat dengan ............ coretan, perubahan maupun tambahan ;------------

————— Tertanda : (nama penghadap); -----------------mmmmmmmmmmmmmo oo

————— Tertanda : (nama pejabat pendaftar dan pencatat baliknama kapal);

————— Tertanda : (nama pegawai pembantu pendaftaran dan baliknama
kapal) ;

————— Dikeluarkan sebagai Grosse Akta Pengalihan Hipotek Kapal dan diberikan
kepada, s s s s berkedudukan di/beralamat (*) .......ccocoveviiininninnen.
sebagai penerima pengalihan hipotek ..........c.cccoeeeenen. atas kapal ......oceenenenes
bernama wrsrmr e § T e

PEJABAT PENDAFTARAN DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL/
PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL

(*) Pilih yang sesuai;
(**) Permenhub mengenai organisasi dan tata kerja
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Contoh 14

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

...................................................................... ]
DAFTAR INDUK
NOMOr & s
Nama Kapal U e R A R S Y S S T R
Jenis Kapal 2L omimie e 5B SR SR8 I RS
Didaftar sebagai T e Y S R R N R Y S R BN
Tanda Pendaftaran @ ...ocooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicne e
Pada. tanggal ...cccsmmmomme Telah dibuat Akta Pendaftaran Kapal
11305710 [ o) i S——— Pendaftaran dilakukan oleh ..........ccocooviiii
Yang menerangkan :
~ DANWA svrravaveamerveryrmmvemy oy s vy sy sy s S S T Y B S Y SR R R
S DANWA i
= DANWA oo
(*) Diisi nama kantor tempat kapal didaftar
Surat Ukur : a. Tanggal R
b. Nomeor P iSRRI SRSV
c. Diterbitkan di ! peusveRRYIRNNS SRR VS YEVES
Kapal dibangun : a Di e NN SRS
b. Tahun S —————————
c. Bahan utama T e, SR
Mesin Penggerak Utama : a. Merek S —————————
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-107-
b. Daya D T R TK/KW
Ukuran Utama : a. Panjang o sTENG b meter
b. Lebar | TSR I meter
c. Dalam | smessE R 65 meter
Tonase Kapal : & ‘Tonase Kotor (GT) § wesswsem ssemamsaesmen
b. ‘Tonase Bersihi (NT): :iovessiesssvesvavasvsnsis

Tanda Selar S .

Pegawai Pembantu Pendaftaran dan
Baliknama Kapal
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-108-
Contoh 15
SURAT KETERANGAN STATUS HUKUM KAPAL
(Pasal ...... Permenhub Nomor ....... Tahun 2017)
(Pejabat yang menerbitkan)

0 ST ————— , dengan ini menerangkan
bahwa kapal ......c............ bernama  ....ccoocciiiiiiiiiiiiiiii
telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia di .......cccoceoeenenent
sebagai kapal ........ccococeiiiinnl dengan Akta Pendaftaran/Akta
Baliknama Kapal NOTIOT = oo ommm s tanggal
............................. Atas TANTE  messermssen B amyimen BUmE i
berkedudukan di/beralamat ™

2.  Menurut catatan dalam daftar induk pendaftaran kapal tersebut
bebas dari utang piutang/tidak dibebani hipotek dan bebas dari
sitaan yang berwajib. (jika bersih)

Menurut catatan dalam daftar induk pendaftaran, kapaltersebut

sedang dibebani hipotek o cnommeemin s sebesar
........................... dengan  Akta  Hipotek Kapal Nomor
...................................... tanggal ......ccceciiciiiiiieeee.. untuk
kepentingan ........cocecevviiinininnn, berkedudukan di/beralamat (%)
................................................... (jiika dibebankan hipotek)

Menurut catatan dalam daftar induk pendaftaran, kapal tersebut
sedang diletakkan sita atas permintaan pengadilan negeri
...................................................... dengan surat Nomor
.................. tanggal  saessseresnenn PEIINAc s v ey (JikA
diletakkan sita)

3. Demikian surat keterangan ini diterbitkan atas permintaan

(*) pilih yang sesuai
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Contoh 16
DAFTAR KAPAL YANG TERDAFTAR
DN e T S T
NO. NAMA KAPAL (% TONASE | TANDA NOMOR PEMILIK
KOTOR [PANGGILAN AKTA DAFTAR DAFTAR
(GT) | (Call Sign) | PENDAFTARAN/|  INDUK PUSAT
AKTA
BALIKNAMA

5

(%) Diisi Menurut Abjad
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Contoh 17

DAFTAR PEMILIK DARI KAPAL YANG TERDAFTAR

NO. NAMA PEMILIK KAPAL

1 2
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Contoh 18

1. Nama Pemilik

2. Berkedudukan di/beralamat (*)

DAFTAR KAPAL BERDASARKAN P

DI

-111-

EMILIK

2017, No.733

AKTA

TANDA PENDAFTARAN

NO. NAMA KAPAL (*) TONASE | TANDA -
KOTOR PANGGILAN
NOMOR | TANGGAL PUSAT
(GT) | (Call Sign)
1 2 3 4 5 6 7 8

(% Pilih yang sesuai
(**) Diisi sesuai nomor dalam daftar pemilik dari kapal yang terdaftar
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Contoh 19

-112-

BENTUK DAN ISI DAFTAR PUSAT

Nama Kapal
Jenis Kapal

Pemilik

Tempat Pendaftaran :
Didaftar sebagai
Surat Ukur

Kapal dibangun

Mesin Penggerak Utama

Ukuran Utama

Tonase Kotor (GT)
Tonase Bersih (NT)

Tanda Selar

Catatan menurut daftar induk :

c. Diterbitkan di

. Di
. Tahun

. Bahan utama

. Merek
. Daya

. Panjang
. Lebar

c. Dalam

(*) Pilih yang sesuai

Dibuat pada tanggal :

Pegawai Pembantu Pendaftaran dan
Baliknama Kapal
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Contoh 20
DAFTAR KAPAL YANG TERCATAT DALAM DAFTAR PUSAT
DAFTAR PUSAT

NO. NAMA KAPAL (*) TONASE TEMPAT NO NO PEMILIK
KU(‘}:I(‘)R PENDAFTARAN BUKU DAFTAR
(o) PUSAT

1 2 3 4 6 7 8
(*) Diisi Menurut Abjad
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Contoh 21

HALAMAN TAMBAHAN

(Pasal ............ Permenhub Nomor ................. Tahun 2017)

--- Salinan dari catatan yang terjadi dan dibuat pada hari ................
tanggal .......cccocooenen. dalam Daftar Induk kapal .................. bernama
................................. yang didaftarkan pertama kali dalam Daftar Kapal
Indonesia di ....cccoceiiieiiinn. , dengan Akta Pendaftaran Kapal Nomor
................ tanggal sroosuess peeddAS MANE e Eas
berkedudukan di/beralamat (¥,..ccocevviiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiian, kemudian
dibaliknama (jika pernah dibaliknama) dengan Akta Balik Nama Kapal
Nomor  ........... tanggal  ccessesems menjadi atas nama
............................. berkedudukan di/beralamat (*) ...................sebagai
kapal .cccoooveviiiiiiiiiiiiianne. S T
--- Catatan yang dilakukan berbunyi sebagai berikut : ---------------coccmeo -
--- Dicatat pada hari .........c.c..c..... tanggal. sesssmsrmemasanmss atas
permintaan  pemilik dengan surat Nomor  .................. tanggal
.................. perihal......................., yang telah dilekatkan pada Minut
Akta Pendaftaran Kapal/Akta Baliknama Kapal (*)Nomor ......... tanggal
...................... , bahwa menurut **]

PEGAWAI PEMBANTU
PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA
KAPAL

(*) pilih yang sesuai

(**) Diisi dengan judul, nomor dan tanggal serta
pejabat yang menerbitkan dokumen, yang
menunjukkanperubahan data pada grosse
akta, yang telah dicatat dalam daftar induk
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Contoh 22

2017, No.733

DAFTAR ISIAN INFORMASI UNTUK PENERBITAN

DOKUMEN RIWAYAT KAPAL

Setelah diisi oleh pemilik kapal, daftar isian informasi tentang riwayat
kapal ini dilampirkan pada permohonan untuk penerbitan dokumen

riwayat kapal.

INFORMASI
1. Nomor IMO
2. Negara Bendera

3. Tanggal pendaftaran di negara yang dimaksud padal
No. 2

4. Nama Kapal

5: Pelabuhan Pendaftaran

6. Nama pemilik yang terdaftar saat ini

T Nomor identifikasi pemilik yang terdaftar

8. Alamat perusahaan tersebut pada No. 6

9: Nama  Perusahaan (Manajemen  Keselamatan
Internasional)

10. | Nomor Identifikasi Perusahaan Manajemen
Keselamatan

11. | Alamat perusahaan tersebut pada No. 9

12. | Alamat pelaksanaan kegiatan Manajemen
Keselamatan kapal dan dokumentasi kapal

13. | Nama semua Badan Klasifikasi tempat kapal
diklaskan saat ini dan sebelumnya

14. | Badan Administrasi/Pemerintah/Organisasi yang
diakui untuk menerbitkan Dokumen Penyesuaian
Manajemen Keselamatan Kapal

15. |Badan yang melakukan audit dalam rangka

penerbitan Dokumen Manajemen Keselamatan, jika
berbeda dengan Badan yang menerbitkan dokumen
tersebut
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16.

Badan Administrasi/Pemerintah/Organisasi
Pengamanan yang diakui untuk menerbitkan
Sertifikat Manajemen Keselamatan.

17.

Badan Administrasi/Pemerintah/Organisasi
Pengamanan yang diakui untuk menerbitkan
Sertifikat Keamanan Kapal Intemasional

18.

Badan yang melakukan verifikasi dalam rangka
penerbitan Sertifikat Keamanan Kapal Intemasional,
jika berbeda denganBadan yang menerbitkan
dokumen tersebut

Dengan ini kami menyatakan bahwa informasi-informasi tersebut diatas
adalah benar.
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BUKU REGISTER DOKUMEN RIWAYAT KAPAL

No. | TANGGAL

NAMA KAPAL

PEMILIK

KETERANGAN
()

S

(*) Negara asal Dokumen Riwayat Kapal (CSR)
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Contoh 24

REPUBLIK INDONESIA
DOKUMEN RIWAYAT KAPAL
CONTINUOS SYNOPSIS RECORD (CSR)

Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal ..... Permenhub Nomor .... Tahun 2017
Issued under the provisions of Minister of Transportation Regulation
Number PM ..... Year 2017
Dokumen Nomor ...... untuk kapal dengan Nomor IMO .........

Document Number for the ship with IMO Number

Informasi
Information
1 Dokumen ini berlaku sejak tanggal : THI, -vosec Bl wovis ;<] PR
This document applies from (date) Y m d

2 | Negara Bendera :
Flag State

3 | Tanggal pendaftaran di negara yang dimaksud pada
No. 2
Date of registration with the State indicated in 2 :

4 | Nama Kapal :
Name of ship :

5 Pelabuhan Pendaftaran :
Port of registration :

6 | Nama pemilik yang terdaftar saat ini :
Name of current registered owner (s)

Alamat :

Registered address (es)

7 | Nomor ldentifikasi Pemilik yang terdaftar :
Registered Owner Identification Number :

8 | Jika ada, nama pencharter kapal kosong yang terdaftar
saat ini:

If applicable, name of current registered bareboat
charterer (s)

Alamat :
Registered address (es)

9 Nama Perusahaan (Manajemen Keselamatan
Internasional) :

Name of Company (International Safety Management)
Alamat :

Registered address (es)

Alamat kegiatan manajemen keselamatan

Address (es) of its safety management activities :
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-119-
Dokumen NOmor ..........c........ untuk kapal dengan Nomor IMO : .................
Document Number for the ship with IMO Number
nformasi
Information

10 | Nomor Identifikasi Perusahaan :
Company Identification Number :

11 | Nama semua Badan Klasifikasi tempat kapal
diklaskan :

Name of all classification societies with which the ship is
classed

12 | Badan Administrasi/Pemerintah/Organisasi yang
diakui untuk menerbitkan Dokumen Penyesuaian
Manajemen Keselamatan:

Administration/ Government/ Recognized
organization which issued  Document of
Compliance :

Badan yang melakukan audit (jika berbeda) :
Body which carried out audit (if different)

13 | Badan Administrasi/Pemerintah/Organisasi yang
diakui untuk menerbitkan Sertifikat Manajemen
Keselamatan

Administration/ Government/ Recognized
Organization which issued Safety Management
Certificate

14 | Badan Administrasi/Pemerintah/Organisasi
Pengamanan yang diakui untuk menerbitkan
Sertifikat Keamanan Kapal Internasional:
Adminstration/ Government/ Recognized Security
Organization which issued International Ship
Security Certificate :

Badan yang melakukan verifikasi (jika berbeda) :
Body which carried out verification (if different)

15 | Tanggal kapal dicoret dari pendaftaran di negara
yang dimaksud pada No. 2 :

Date on which the ship ceased to be with the State
indicated in 2
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16 | Keterangan (masukan informasi yang

berhubungan) :

appropriate) :

Remarks (insert relevant information as

Dengan ini dinyatakan bahwa dokumen
ini seluruhnya benar.

This is to certify that this record is correct
in all respect

Dokumen ini diterima oleh kapal dan
dilampirkan pada arsip Dokumen
Riwayat Kapal pada tanggal
berikut(harap di isi)
This document was recieved by the
ship and attached to ship’s CSR file on
the following date (fill in)

Tanda tangan

Diterbitkan di

Issued at
Pada tanggal

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
O.b. Minister of Transportation

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Directorate General of Sea Transportation
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Contoh 25

AMANDEMEN-AMANDEMEN DOKUMEN RIWAYAT KAPAL
AMENDMENTS TO THE CONTINUOUS SYNOPSIS RECORD (CSR)

Nomor Dokumen ............ untuk kapal dengan Nomor IMO : IMO ...................
Document Number ....................for the ship with IMO Number : IMO ................

Amandemen-amandemen ditunjukkan di dalam tabel. Cantumkan N /C
pada butir-butir yang tidak mengalami perubahan

The amendments are show in the table. Indicate N/ C all items not being
changed.

Informasi
Information
1 | Dokumen ini berlaku sejak tanggal : Thn. ...bln. ..... 0] Ap—
This document applies from (date) Y m d

2 | Negara Bendera :
Flag State

3 | Tanggal pendaftaran di negara yang
dimaksud pada No. 2

Date of registration with the State indicated
in2:

4 | Nama Kapal :
Name of ship :

5 | Pelabuhan Pendaftaran :
Port of registration :

6 | Nama pemilik yang terdaftar saat ini :
Name of current registered owner (s)

Alamat :
Registered address (es)

7 | Nomor Identifikasi Pemilik yang terdaftar :
Registered Owner Identification Number :

8 | Jika ada, nama pencharter kapal kosong
yang terdaftar saat ini:

If applicable, name of current registered
bareboat charterer (s)

Alamat :
Registered address (es)

9 | Nama Perusahaan (Manajemen
Keselamatan Internasional) :

Name of Company (International Safety
Management)

Alamat :
Registered address (es)

Alamat kegiatan manajemen keselamatan
Address (es) of its safety management activities :
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Dokumen Nomor ..... untuk kapal dengan Nomor IMO : ......

-122-

Document Number ...... for the ship with IMO Number : ...................

Informasi

Information

10

Nomor Identifikasi Perusahaan :
Company Identification Number :

11

Nama semua Badan Klasifikasi tempat kapal
diklaskan :

Name of all classification societies with which the ship is
classed

12

Badan Administrasi/Pemerintah/Organisasi yang
diakui untuk menerbitkan Dokumen Penyesuaian
Manajemen Keselamatan:

Administration/ Government/ Recognized
organization which issued Document of Compliance :

Badan yang melakukan audit (jika berbeda) :
Body which carried out audit (if different)

13

Badan Administrasi/Pemerintah/Organisasi yang
diakui untuk menerbitkan Sertifikat Manajemen
Keselamatan

Administration/ Government/ Recognized
Organization which issued Safety Management
Certificate

14

Badan Administrasi/ Pemerintah/Organisasi
Pengamanan yang diakui untuk menerbitkan
Sertifikat Keamanan Kapal Internasional:
Adminstration/ Government/ Recognized Security
Organization which issued International Ship
Security Certificate :

Badan yang melakukan verifikasi (jika berbeda) :
Body which carried out verification (if different)

15

Tanggal kapal dicoret dari pendaftaran di negara
yang dimaksud pada No. 2 :

Date on which the ship ceased to be with the State
indicated in 2

16

Keterangan (masukan informasi yang
berhubungan) :
Remarks (insert relevant information as appropriate):
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Dengan ini dinyatakan bahwa dokumen ini seluruhnya benar.
This is to certify that this record is correct in all respect

Dikeluarkan oleh Perusahaan atau Nakhoda : ........ccooevviiviiiiinnnnn.
Issued by the Company or Master

Tangal diterbitkam @ ......cocooiiiiiiiiiiiiiiiiiii e
Date of Issued

Tandatangan penanggung jawab @ ........cocovviviiiiiiiiiiiiiieiiiieenenns
Signature of authorized person

Wi PefiafeBiiig JAWVAR B s s s s
Name of authorized person

www.peraturan.go.id
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Contoh 26

DAFTAR AMANDEMEN PADA DOKUMEN RIWAYAT KAPAL
INDEX OF AMENDMENTS TO CSR

Nomor Dokumen ........... untuk kapal dengan Nomor IMO : ................
Document Number ...... for the ship with IMO Number :IMO ...........

Setelah dokumen riwayat kapal ini diterbitkan, amandemen-
amandemen berikut yang dicantumkan pada dokumen yang telah
dibuat oleh Perusahaan atau Nakhoda, telah dilampirkan pada arsip
dokumen riwayat kapal dan telah dilaporkan kepada Administrasi :

After this CSR document was issued, the following amandments to entries
on the document have been made by the Company or the Master, have
been attached to the ship’s CSR file and have been notified to the
Administration :

Tanggal formulir

e amandemen dilampirkan

Tanggal permohonan Dokumen Riwayat

amandemen pada arsip Dokumen
" Kapal :
Date of application of Informasi (3-18) Riwayat Kapal
Amandments Date amandment form

Amandments to CSR

Information (2-13) o

attached to the ship’s CSR

Catatan : bilamana diterbitkan lebih banyak amandemen dari yang
diijinkan dalam tabel diatas, tambahkan copy tabel ini sebagai
tambahan halaman ini. Tambahan dimaksud harus diberi nomor dari
Nomor 1 dan seterusnya. Jika dianggap sesuai, dinyatakan sebagai
berikut : Tambahan Nomor .........c.coecvvveniennnne. telah ditambahkan pada
halaman ini.

Note : If more amandments are issued than allowed for in the above table,
add copies of this table as Appendices to this page. Such Appendices
should be numbered from 1 and upwards. When relevant, indicate as
follows : Appendix No. .............c........ has been added to this page

www.peraturan.go.id



195 2017, No.733

Contoh 27
REPUBLIK
INDONESIA
NO. ot et e e
Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal ....
Permenhub Nomor ...... Tahun 2017
Yang bertanda tangan di bawah ini @ .....ooviiiiiiiiiiiiiiiiiiii
menyatakan DalWa @ ... e
NAMA KAPAL TANDA TEMPAT TANDA
PANGGILAN | PENDAFTARAN PENDAFTARAN
UKURAN TONASE TONASE TAHUN
OTOR BE
PXLXD M) KOT RSIH PEMBANGUNAN
(GT) (NT)
PENGGERAK MEREK DAN DAYA BAHAN NOMOR IMO
UTAMA UTAMA
KAPAL
Milik i berkedudukan di  ....coiiviiiiiiiiiiiiiiiiieeas

memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan
mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal.

Kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik
Indonesia maupun mereka yang bersangkutan dan berkewajiban supaya
memperlakukan nakhoda kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan perjanjian-
perjanjian dengan Negara-negara lain.

Surat Laut ini berlaku sampai dengan } emmeesseme i

Tanda Selar 5 et A NS AL AR R A AR

Diberikan di :
Didaftarkan dalam Register Pada tanggal :
Surat Laut
i, Tl : An. MENTERI PERHUBUNGAN

No. Halaman
Buku Register
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CERTIFICATE OF NATIONALITY

Issued under the provisions of ....

Minister of Transportation Regulation Number ...... Year 2017

The TId erSISHed. £ »ane wraomems Sre o mynas N Drs s s isreis s
declares thatl crormmmsrmerres s e O T S T D A T S S T

NAME OF SHIP CALL PORT OF REGISTRATION
SIGN REGISTRY MARK
- MERK AND POWER SHIPS | i
PROPULSION MATERIAL
DIMENSION RRUSS NET YEAR OF BUILT
TONNAGE | TONNAGE
PXLXD (M)
(GT) (NT)
Owned DY c.oovvviiiiiiiiiiiiiiiiiene, At e , has complied as

an Indonesia Vessel in accordance with the provisions of applicable
regulation, and therefore is entitled to fly the Indonesian flag.

To all authorities and officials of Republic of Indonesia and all others to
whom this may concern are therefore requested to give appropriate
treatment to the master with his vessel and cargoes in accordance with the
provisions stipulated in the laws of Republic of Indonesia and the treaties
concluded with other souvereign countries.

This Certificate Of Nationality is valid until R

Mark of Tonnage Certificate T —

Issued at
Date

Ob. MINISTER OF TRANSPORTATION

Recorded in the register of
certificate of nationality in
Serial Number :
Page No. :
Reg. Book

www.peraturan.go.id
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HALAMAN PENGUKUHAN

2017, No.733

ENDORSEMENT
SURAT LAUT
No. Unit
No. Halaman :
1. Pengukuhan 2. Pengukuhan
Endorsement Endorsement
Pelabuhan : Pelabuhan :
Port of Port of
Tanggal Tanggal
Date Date
Nomor Nomor
Number Number
Syahbandar Syahbandar
Harbour Master Harbour Master
3. Pengukuhan 4. Pengukuhan
Endorsement Endorsement
Pelabuhan : Pelabuhan :
Port of Port of
Tanggal Tanggal
Date Date
Nomor Nomor
Number
Syahbandar Syahbandar
Harbour Master Harbour Master

Catatan : PP 51 ps 41 (3) ms berlaku srt laut 5 thn
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Contoh 28

SURAT KETERANGAN

UNTUK MENDAPATKAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL
( Pasal .... Permenhub Nomor ..... Tahun 2016)

UNTUK PENERBITAN PAS BESAR

NAMA
PEMILIK

.......................................................................

Diisi oleh Petugas

Dicatat dalam buku Register Pas Besar

Buku daftar No.

Lembar nomor :

Nomor urut

www.peraturan.go.id
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SURAT KETERANGAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama e meimaceie s acein e s e e R e R e R A R
=1 071 21 o B U TN
AlAMTAT  § somommmmmmss s s v s s e S0 50 0 0 0 0 s S S s

Dengan ini menerangkan bahwa kapal dengan nama dan data berikut ini :
Nama kapal § e R R s

Tonase Kotor (GT) R Tonase Bersih (NT) : ...........

L2 616 (5 TR Tl - b S RO —————

Dibangun pada tahun ............. dengan bahan utama.........c.ccccoceeeennnenn. ,

mesin induk merek dan daya .......coccovvvivviiiiiiiiiiiinnnn TK / KW.

a. Didaftar dalam daftar kapal Indonesia di .......coeeevveviiiiiiiiiiiinicnenn. dengan
Akta Pendaftaran Kapal/Akta Baliknama Kapal Nomor ............. tanggal
................. atas: Nam@s s s imasanrnsnsass | perkedudukan
difberalamat. (%) oo s e

b. Dioperasikan sebagai kapal Indonesia dengan Nakhoda bernama
............................... dan tidak dilengkapi untuk perang.

2. Surat keterangan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan penerbitan Pas
Besar untuk kapal tersebut di atas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal
....... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ......... Tahun 2016 tentang
Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.

(Tempat dan tanggal /bulan/tahun dibuat)

Meterai

(Tanda tangan )

(*) Pilih yang sesuai
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PENJELASAN SURAT KETERANGAN

1. Mengenai Surat Keterangan yang dibuat untuk memenuhi persyaratan
penerbitan Pas Besar, untuk kapal ... bernama
..................................................... dengan ini dijelaskan sebagai berikut :

a. Keterangan yang dibuat untuk memenuhi persyaratan penerbitan Pas
Besar, untuk kapal .. bernama
................................................................ ditandatangani oleh
................................................ yang bertindak sebagai/ untuk dan atas
nama pemilik kapal tersebut;

b.Data mengenai kapal sebagaimana dicantumkan dalam Surat
Pernyataan tersebut telah sesuai dengan Surat Ukur Nomor ................
tanggal ....cooveeiiiiiiiiiienns diterbitkan di ....c.cooveveiiiiiiiiiiiineennane. ;

c. Kapal dimiliki oleh .......c.ccccooeeiiiiieniaee. Warga Negara Indonesia/ Badan
Hukum Indonesial’), sebagaimana dijelaskan dalam Grosse Akta
Pendaftaran Kapal/Grosse Akta Baliknama Kapally Nomor...........
tanggal.....c.c.cceueeee. 51T 7535] 6711|721 K o | A ————————————— 4

2. Setelah meneliti surat-surat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c,
yang datanya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat keterangan
tersebut pada huruf a, kami berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan
Pasal ......... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ................. Tahun
2016, kapal tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat
Tanda Kebangsaan Kapal berupa Pas Besar.

(Tanda tangan )

(*) Pilih yang sesuai
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Contoh 29
No. Urut - I —
No. Halaman :  ..............
Buku ke - —
BUKU REGISTER SURAT LAUT

Nomor Perforasi T e R S R R RS
Nama Kapal O —————— 1 L ———————————
Tanda Pangg@ilan @ ..o e
Tanda Pendaftaran @ ...ooiiiiiiiiiiii e
Tanda Selar O OO OPTPPPI
Tanggal PenerDItary © oo oo o050 0 00 550 055,555 855 055,955,955 955 955 050 050 S0M OO A0S B e 0N OM A NS
Nama-Pemiilile 5 oo s s s s e s sssss

berkedudukan di/beralamat (*) ......cocoeviiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiininn.

DATA KAPAL

Ukuran Px L x D § wwmevme X speves XK speves meter
Tonase Kotor (GT) Bevevvanye puveavines Tonase Bersih (NT) :.......
Tempat dan Talhn Pembangunan @ .covessasmemsassassassssvasssisssssssssaess
Bahan utama O
Penggerak utama - N— Jumlah baling-baling .................
Mesin Induk : merek........... dengan daya ........ TK/KW
Catatan :

(*) Pilih yang sesuai
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Contoh 30

REPUBLIK
PAS BESAR HPORESIA
NO. e
Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal ....
Permenhub Nomor ...... Tahun 2017
Yang bertanda tangan di bawah ini ¢ ......ccoooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiice
meriyatakarn babhwa | sessmen senossemas memasmenen BN aeim e S masnes
TANDA TEMPAT TANDA
Nahls kabal, PANGGILAN | PENDAFTARAN PENDAFTARAN
PXLXD(M PEMBANGUNAN
™ (@) ()
PENGGERAK UTAMA MEREK DAN BAHAN NOMOR IMO
DAYA UTAMA
KAPAL
Milik ossvemamsininmansenassiagg berkedudukan di ........cocevviiiniennnn. , memenuhi

syarat sebagai Kapal Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan
bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal.

Kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik
Indonesia maupun mereka yang bersangkutan dan berkewajiban supaya
memperlakukan nakhoda kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan perjanjian-
perjanjian dengan Negara-negara lain.

Pas Besar ini berlaku sampai dengan ! T TS T SR

Tanda Selar I memmemim s A A R A A AT

Diberikan di

Pada tanggal
Didaftarkan dalam Register Pas An. MENTERI PERHUBUNGAN
Besar
No. Urut

No. Halaman
Buku Register :
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CERTIFICATE OF NATIONALITY

Issued under the provisions of ....
Minister of Transportation Regulation Number ...... Year 2017

The undersigned :

NAME OF SHIP CALL ;E?;gﬁ;; REGISTRATION
SIGN MARK
GROSS NET
DIMENSION YEAR OF
TONNAGE TONNAGE
PXLXD (M) s e BUILT
MERK AND SHIP'S
MAIN PROPULSION s MATERIAL | MO NUMBER
Owned by wruesm sraasnass AL s s S , has complied as

an Indonesia Vessel in accordance with the provisions of applicable
regulation, and therefore is entitled to fly the Indonesian flag.

To all authorities and officials of Republic of Indonesia and all others to
whom this may concern are therefore requested to give appropriate
treatment to the master with his vessel and cargoes in accordance with the
provisions stipulated in the laws of Republic of Indonesia and the treaties
concluded with other souvereign countries.

This Certificate Of Nationality is valid until P pamsmsmsmnIm eI

Mark of Tonnage Certificate .

Issued at
Date

An. MINISTER OF TRANSPORTATION
Recorded in the register of
certificate of nationality in
Serial Number :
Page No.
Reg. Book
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HALAMAN PENGUKUHAN

ENDORSEMENT

PAS BESAR

No. Unit

No. Halaman :
1. Pengukuhan 2. Pengukuhan

Endorsement Endorsement
Pelabuhan Pelabuhan
Port of Port of
Tanggal Tanggal
Date Date
Nomor Nomor
Number Number
Syahbandar Syahbandar

Harbour Master

3. Pengukuhan
Endorsement

Pelabuhan
Port of

Tanggal
Date

Nomor
Number
Number

Syahbandar
Harbour Master

Pelabuhan
Port of

Tanggal
Date

Nomor

Harbour Master

Pengukuhan
Endorsement

Syahbandar
Harbour Master

Catatan : PP 51 ps 41 (3) ms berlaku srt laut 5 thn

www.peraturan.go.id
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Contoh 31

SURAT PERNYATAAN

UNTUK MENDAPATKAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL

( Pasal .... Permenhub Nomor ..... Tahun 2017)

UNTUK PENERBITAN SURAT LAUT

NAMA TN
PEMILIK D pnsmees BeSEEEes P USUER R STER S SO RS SR SR

Diisi oleh Petugas

Dicatat dalam buku Register Surat Laut

Buku daftar No. L et ea e

Lembar NOMIOT & ..vivuiiiiiinieitieireineeieeeareanneeans

Nomor urut ¥ B SR TREG SRR ARG SR

2017, No.733
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SURAT PERNYATAAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :
NallTa § sosmmosm i i o i o o i S S i o S i e i i e e s e r
JADAGATY ¢ cunsnusnmsmmmmnyes v ou ony ons 500 510 60 88 88 S ER T TS E 0 FR VR SR S S S S R S
Alamat

Dengan ini menerangkan bahwa kapal dengan nama dan data berikut ini :

Nama kapal 31 et i 5 A i
Tonase Kotor (GT) R Tonase Bersih (NT)................
Tanda Selar S OO PPN
Dibangun pada tahun ............. dengan bahan utama...........cc.ccoceceeennnenn. 3
mesin induk merek dan daya .......cccooeviiviiiiiiiiiiiiinnn TK / KW.

a. Didaftar dalam daftar kapal Indonesia di .....c..cocvvveviiieiiiiiiiinnnnnne. dengan
Akta Pendaftaran Kapal/Akta Baliknama Kapal Nomor ............. tanggal
................. atas
B2 100 £ B OO PT berkedudukan
di/beralamat (*) .ooeeeveniiniiniiiiiiiiiiiii e

b. Dioperasikan sebagai kapal Indonesia dengan Nakhoda bernama
...................................... dan tidak dilengkapi untuk perang.

2. Surat Pernyataan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan penerbitan Surat
Laut untuk kapal tersebut di atas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal
....... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ......... Tahun 2017tentang
Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.

(Tempat dan tanggal/bulan/tahun dibuat)

Meterai

(Tanda tangan )

(*) Pilih yang sesuai
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PENJELASAN SURAT PERNYATAAN

1. Mengenai Surat Keterangan yang dibuat untuk memenuhi persyaratan
penerbitan Surat Laut, untuk kapal e bernama

..................................................... dengan ini dijelaskan sebagai berikut :

a. Keterangan yang dibuat untuk memenuhi persyaratan penerbitan Surat
Laut, untuk kapal ............ DECTIATVA, 5355 05 550 555 055,055,050 055,95 A0A0R AU B NSO N ER AN
ditandatangani oleh ... e
yang bertindak sebagai/ untuk dan atas nama pemilik kapal tersebut;

b. Data mengenai kapal sebagaimana dicantumkan dalam Surat
Pernyataan tersebut telah sesuai dengan Surat Ukur Nomor ................

tanigeal «om e o v o vu 2m a0 diterbitkan di. ssmsmsnenenenenenenenssssssss 4

¢: Kapal dimiliki eleh snomvmsmommmmmermsmmmmesrmemesmmmrvssss Warga Negara
Indonesia/ Badan Hukum Indonesial*), sebagaimana dijelaskan dalam
Grosse Akta Pendaftaran Kapal/Grosse Akta Baliknama Kapall)
Nomor........... tanggal:psmmrmsmss diterbitkan di sssemavavavavavavavavese 4

2. Setelah meneliti surat-surat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c,
yvang datanya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat pernyataan
tersebut pada huruf a, kami berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan
Pasal ......... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ................. Tahun
2017, kapal tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat

Tanda Kebangsaan Kapal berupa Surat Laut.

(Tanda tangan )

(*) Pilih yang sesuai

www.peraturan.go.id
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Contoh 32
No. Urut Srenrenpenrens
No. Halaman :..............
Buku ke T
BUKU REGISTER PAS BESAR

Nomor Perforasi S I T T U U 0 0 0B 5 S S 55 U U U U
Nama Kapal R — K8 mrmrumsrsreTsTaTE T
Tanda Pang@ilam & sssessesvoms o s s s oo sms s e sos us S0 5o 55 S0 RS A0S oS M S S SR A AR A
Tanda -Pendaflafam B ccoemmmmssmsmssiomsmsomsmsmmss s ms ss smm smss somsma s
Tanda Selar T R R R R R SRR
PRE Y GE e e H B/ o (o 15 LT S ———
Nama PemiiliK ¢ oo e

berkedudukan di/beralamat (*) .......ccoovviiviiiiiiiniiiiinin.

DATA KAPAL
Ukuran Px L x D S b ST b QRN meter
Tonase Kotor (GT) Y mvemvenssnesnsensene Tonase Bersih (NT): ...ccocoveenn.
Tempat dan Tahun PEmDbangGUIIAN © «...ocueeiuiiniiiniiniiitieteeieeeeeneeeieeeeneneanenenes
Bahan utama PO TP PP PP P PTPPPRPPRPIR
Penggerak utama S Jumlah baling-baling : .............
Mesin Induk i merek cooereersmemereerenes dengan daya
............... TK/KW

Catatan :

(*) Pilih yang sesuai

www.peraturan.go.id
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Contoh 33
LAPORAN PENERBITAN PAS BESAR
DLos. s vnssvossasuspinmresinssasnssisessesssugiss
BULAN ;s bt s S e i
No. Nama Kapal (*) Tonase Tanda Pemilik Tanggal Registrasi
Kotor |Pendaftaran Penerbitan
@) No. No. Hal No.
Urut Buku
1 2 3 4 5 6 27 8 9

www.peraturan.go.id
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Contoh 34

REPUBLIK
INDONESIA
PAS KECIL
N@ sousvsmmvmesraswes oo
Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal ....
Permenhub Nomor ...... Tahun 2017
Yang bertanda tangan di bawah ini @ ......cccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e
TICRYAtaRAT DARIIE 1 sumunen sowvmmommmmmmmin st st s o s s
TANDA TONASE | TONASE TAHUN
Halla eakaly PAS KOTOR | BERSIH | PEMBANGUNAN
KECIL (GT) (INT)
PENGGERAK UTAMA UKURAN MEREK BAHAN
PxLxD M) DAN DAYA UTAMA
KAPAL
Dipergunakan SEDagai & .o.o.iiiiiiiiiiii e
Nama dan alamat pemiliR 1 ..o
Telah didaftarkan dalam Register Pas Kecil di ........cooooiiiiiiiiiiiii
dengan NOMOT .....c.ccoevviniiiniininnnns dan oleh karena itu berhak berlayar
dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan

kapal.
Kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik
Indonesia maupun mereka yang bersangkutan dan berkewajiban supaya
memperlakukan nakhoda, kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan perjanjian
dengan negara-negara lain.

Diberikan di :

Pada tanggal :

Didaftarkan dalam Register
Pas Kecil di

No. Urut

No. Halaman

Buku Register
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HALAMAN PENGUKUHAN

PAS KECIL

No. Urut

No. Halaman :
Buku Register :

2017, No.733

1. Pengukuhan 2 Pengukuhan
Pelabuhan Pelabuhan

Tanggal Tanggal

Nomor Nomor

3. Pengukuhan 4. Pengukuhan
Pelabuhan Pelabuhan

Tanggal Tanggal

Nomor Nomor

5. Pengukuhan 6. Pengukuhan
Pelabuhan Pelabuhan

Tanggal Tanggal

Nomor Nomor

www.peraturan.go.id
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HALAMAN PENGUKUHAN

PAS KECIL

No. Urut

No. Halaman :
Buku Register :

9. Pengukuhan 9. Pengukuhan
Pelabuhan Pelabuhan

Tanggal Tanggal

Nomor Nomor

10. Pengukuhan 11. Pengukuhan
Pelabuhan Pelabuhan
Tanggal Tanggal

Nomor Nomor

12. Pengukuhan 13. Pengukuhan
Pelabuhan Pelabuhan
Tanggal Tanggal

Nomor Nomor

www.peraturan.go.id
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Contoh 35
No. Urut 3 seysvasyesees
No. Halaman : ............
Buku ke L
BUKU REGISTER PAS KECIL

Nama Kapal | e S D T kS memmmmerereney
Tanda Pas Kecil § Y P R N S S R T P
Tanggal PenerBItam © sowmemosmsvamavssvarsmamssasss s s s s s s s
Nama PemiliK .o

berkedudukan di/beralamat (*) .....oovvvviiiiiviniiniininninenn

DATA KAPAL

Ukuran Px L x D I > J— D R — meter
Tonase Kotor (GT) S —— Tonase Bersih (NT) : .......
Tempat dan Tahun Pembangunan f........c..ceeeeuevvineneneennnen.
Bahan utama O
Penggerak utama TN Jumlah baling-baling ..............
Mesin Induk cmerek .ooooeenene... dengan daya..... TK/KW
Catatan :

(*) Pilih yang sesuai

www.peraturan.go.id
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Contoh 36

-144-

LAPORAN PENERBITAN PAS KECIL

BULAN ..
No.| Nama Kapal (*) | Tonase Tanda Pemilik Tanggal Registrasi Keterangan (¥
Kotor | pas Kecil Penerbitan
(GT) No. Urut | No. Hal | No. Buku
1 2 3 4 5 6 7 s 9 10

(*) Diisi alasan penerbitan, hilang atau rusak
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Contoh 37
TANDA PAS KECIL
J 2 No. 99
J2 : Kode Pas Kecil untuk pelabuhan yang
menerbitkan Pas Kecil
No. : Nomor
99 : Nomor urut penerbitan Pas Kecil
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Contoh 38
LAPORAN PENGUKUHAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL (STKK)
DI
BULAN
Tonase T Penerbitan STKK Pengukuhan
NO | Nama Kapal Kg&l(‘)r Pendaf 5 Pemilik — NG, =
(GT) Tempat | Tanggal = . - Hal Buku STKK (1 | Tanggal
1 2 3 4 B) 6 7 8 9 10 11 12

) diisi Surat Laut, Pas Besar atau Pas Kecil

Contoh 39

LAPORAN PEMBARUAN PAS BESA!

No.| Nama | Tonase Tanda Pemilik| Tanggal Registrasi(*) Keterangan (**)
Kapal (*) Kotor | pendaftaraan Penerbitan
Tempat | No. Urut | No. Hal No. Buku
(@T)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

(*) Diisi data yang sama dengan yang tercantum dalam
Pas Besar yang pertama kali diterbitkan
(%) Diisi alasan penerbitan Pas Besar yang baru
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Contoh 40
LAPORAN PEMBARUAN PAS KECIL
No.| Nama | Tonase Tanda Pemilik | Tanggal Registrasi(*) Keterangan (**)
Kapal ()| Kotor | pgg Kecil Penerbitan:
Tempat | No. Urut No. Hal No. Buku
(GT)
1 2 3 4 5 6 | 7 8 9 10 11

(%) Diisi data yang sama dengan yang tercantum dalam

Pas Kecil yang pertama kali diterbitkan

(**) Diisi alasan penerbitan Pas Kecil yang baru
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Contoh 41

REPUBLIK
INDONESIA
SURAT LAUT SEMENTARA
NOU oo sommuse, oo, miemn, S5 Huw
Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 2017
Permenhub Nomor ...... Tahun ......
Yang bertanda tangan di bawah ini t.....cocoovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie
menyalalkanm DARNWE 1 cuvssmmsuessmmmamosmmnmssmmm s st s s
TANDA TEMPAT TANDA
NAh= Barals PANGGILAN | PENDAFTARAN PENDAFTARAN
PXLXD(M PEMBANGUNAN
M) @) (NT)
PENGGERAK UTAMA MEREK DAN BAHAN NOMOR IMO
DAYA UTAMA
KAPAL
Milik ssores s o e eie o anerngs berkedudukan di

........................ , memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu
berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera
kebangsaan kapal.

Kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik
Indonesia maupun mereka yang bersangkutan dan berkewajiban supaya
memperlakukan nakhoda kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan perjanjian-
perjanjian dengan negara-negara lain.

Berlaku sampai dengan : ........cooeveviniiiininiiinnn..

Diberikan di :
Pada tanggal :

An. MENTERI PERHUBUNGAN

No: WrubPenetbitams o waves oo s sess
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PROVISIONAL CERTIFICATE OF NATIONALITY

Issued under the provisions of ....
Minister of Transportation Regulation Number ...... Year ......

declares that :

NAME OF SHIP CALL 1—;?(?12%2 REGISTRATION
SIGN MARK
GROSS NET
DIMENSION YEAR OF
TONNAGE | TONNAGE
PXLXD (M) i e BUILT
MERK AND SHIP'S
MAIN PROPULSION ol VvTireal | IMO NUMBER
Ownied, by sen s s o S S G AL, o S S 5

has complied as an Indonesia Vessel in accordance with the provisions of
applicable regulation, and therefore is entitled to fly the Indonesian flag.

To all authorities and officials of Republic of Indonesia and all others to
whom this may concern are therefore requested to give appropriate
treatment to the master with his vessel and cargoes in accordance with the
provisions stipulated in the laws of Republic of Indonesia and the treaties
concluded with other souvereign countries.

Valid Until : sesssmvesmes momsrasvasaams s

Issued at
Date

An. MINISTER OF TRANSPORTATION

ISsuance NUMBEE | ww v s i s sass
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Contoh 42

REPUBLIK INDONESIA

PAS BESAR SEMENTARA

NO. e e e

Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal ....
Permenhub Nomor ...... Tahun 2017

menyatakan bahwa :

TANDA TEMPAT TANDA
NAMA KAPAL PANGGILAN | PENDAFTARAN | PENDAFTARAN
PXLXD(M PEMBANGUNAN
™) @1 (NT)

PENGGERAK UTAMA MEREK BAHAN NOMOR IMO
DANDAYA UTAMA
KAPAL

Milik  cosmsansamsomssisammamsomssisammams berkedudukan di ............... 5

memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan
mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal.

Kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik
Indonesia maupun mereka yang bersangkutan dan berkewajiban supaya
memperlakukan nakhoda kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan perjanjian-
perjanjian dengan Negara-negara lain.

Berlaku sampai dengan : ........ccocveiieiiiiiiiiienenn.

Diberikan di :
Pada tanggal :

An. MENTERI PERHUBUNGAN

No. Urut Penerbitan: ..........cooceveecerves cenin
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PROVISIONAL CERTIFICATE OF NATIONALITY

Issued under the provisions of ....
Minister of Transportation Regulation Number ...... Year2016

declares that :

NAME OF SHIP CALL ;E?;rg,&z REGISTRATION
SIGN MARK
GROSS NET
DIMENSION YEAR OF
TONNAGE TONNAGE
PXLXD (M) == e BUILT
MERK AND SHIP'S
MAIN PROPULSION BOWER MATERIAL | IMO NUMBER
Owned 1TSS S at

................................. , has complied as an Indonesia Vessel in accordance
with the provisions of applicable regulation, and therefore is entitled to fly
the Indonesian flag.

To all authorities and officials of Republic of Indonesia and all others to
whom this may concern are therefore requested to give appropriate
treatment to the master with his vessel and cargoes in accordance with the
provisions stipulated in the laws of Republic of Indonesia and the treaties
concluded with other souvereign countries.

Valid Until @ .ooovniviiiiiiiiiieieeennns

Issued at
Date

An. MINISTER OF TRANSPORTATION

Issuance NUMDBET @ ..ot vi v i oo e e e

2017, No.733
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Contoh 43

-152-

LAPORAN PENERBITAN PAS BESAR SEMENTARA

DI e
BULAN s omes v s o8 S50 500 S0 S5
No.| Nama | Tonase| No. Tanda Pemilik | penerbitan Keterangan
Kapal | Kotor |Surat| pendaftara *)
] (GT) | Ukur n Tanggal| No.
Urut
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(*) Diisi alas an belum dapat diterbitkan

Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang permanen
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Contoh 44
LAPORAN PENERBITAN PAS BESAR YANG HILANG ATAU RUSAK
No.|Nama Kapal (*) Tonase |Tanda Pendaftaran| Pemilik | Tanggal Registrasi Keterangan (*)
Kotor Penerbitan
(GT) No. Urut |No. Hal|No. Buku
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10

(*) Diisi alasan penerbitan, hilang atau rusak

Contoh 45
LAPORAN PENERBITAN PAS KECIL YANG HILANG ATAU RUSAK
DT vosuonaryasssvssnseiomusssintssisninssgonnssnnss
BUYLAN iuisciorainisiinisesiasrissaisassniinssindenizt
No.| Nama To'nase Tanda Pas Kecil Pemilik Tanggal Registrasi Keterangan (*)
Kapal (*) Kotor Penerbitan T
(GT) No. Urut| No. Hal | No. Buku
1 2 3 4 5 6 7 ] 9 10

() Diisi alasan penerbitan, hilang atau rusak
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Contoh 46
REPUBLIK
INDONESIA
PAS SUNGAI DAN DANAU
11—
Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal ....
Permenhub Nomor ...... Tahun 2017
Yang bertanda tangan di bawah ini ¢ ......ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiia
menyatakan bahwa :
TANDA PAS | TONASE | TONASE TAHUN
Ll SUNGAI DAN | KOTOR | BERSIH | PEMBANGUNAN
DANAU (GT) (NT)
PENGGERAK UTAMA UKURAN MEREK BAHAN
PxLxD (M) DAN DAYA UTAMA
KAPAL

DHPERgURAICATY SEBRGAL T cxsrmmvmmmsnzorostomramssmatonsascorssisosresio missssstturiossmissssresstom1asatsses 5ot snes 1
Nama dan alamat pemilik @ ..o
Telah didaftarkan dalam Register Pas Sungai dan Danau di ..........cocovvvninnnn.
dengan NOMmOT .....cccoeevviiinininininnen, dan hanya dipergunakan untuk
berlayar di perairan sungai dan danau.

Diberikan di :
Pada tanggal :

Didaftarkan dalam Register
Pas Sungai dan

Danau di

No. Urut

No. Halaman

Buku Register :
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HALAMAN PENGUKUHAN

PAS SUNGAI DAN DANAU
No. Urut
No. Halaman

Buku Register :

1. Pengukuhan 2. Pengukuhan
Pelabuhan Pelabuhan

Tanggal Tanggal

Nomor Nomor

3. Pengukuhan 4. Pengukuhan
Pelabuhan Pelabuhan

Tanggal Tanggal

Nomor Nomor

5. Pengukuhan 6. Pengukuhan
Pelabuhan Pelabuhan

Tanggal Tanggal

Nomor Nomor

www.peraturan.go.id
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HALAMAN PENGUKUHAN

PAS SUNGAI DAN DANAU
No. Urut
No. Halaman :

Buku Register :

T Pengukuhan 8. Pengukuhan
Pelabuhan i Pelabuhan

Tanggal : Tanggal

Nomor ] Nomor

9. Pengukuhan 10. Pengukuhan
Pelabuhan : Pelabuhan

Tanggal ] Tanggal

Nomor : Nomor

11. Pengukuhan 12. Pengukuhan
Pelabuhan ] Pelabuhan

Tanggal : Tanggal

Nomor : Nomor

www.peraturan.go.id
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Contoh 47

Buku ke T——
No. Urut - ——
No. Halaman :..............

Nama Kapal e e e e e €KS i
Tanda Pangg@ilan @ ..ot ee e e an e
Tanda Pas Sungai

Dan Danau O e Y S Y
Tanda Selar I
Tanggal PeMerBItam @ wowamosmssasmasvmsvarsmassarsms s s s s s s sy
Nama PemiliK ¢ oo

berkedudukan di/beralamat (*) .....coovvevneiiiniiiiniiniiniiiiieinennn.

DATA KAPAL

Ukuran Px Lx D A D: QTR X evvnenenen meter

Tonase Kotor (GT) | Tonase Bersih (NT):........
Tempat dan Tahun Pembangunan : ......................

Bahan utama O

Penggerak utama L e

Jumlah baling-baling 8 5055 900,200 5 00 T IR0

Mesin Induk g merek wrsrararsvamass dengan daya .........
TK/KW

Catatan :

(*) Pilih yang sesuai
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Contoh 48
LAPORAN PENERBITAN PAS SUNGAI DAN DANAU
No. Nama Kapal Tonase Tanda Pas Pemilik Tanggal Registrasi
Kotor Sungai dan Penerbitan
(@am) Danau No. Urut| No. Hal | No. Buku
1 2 3 4 5 6 7 s 9
Contoh 49
LAPORAN PENGUKUHAN PAS SUNGAI DAN DANAU
No.| Nama = Tonase | Tanda Pas Pemilik Penerbitan
Tanggal Pengukuhan
Kapal | Kotor Sungai dan & guk
(@) Danau Tempat |Tanggall No. No. | No. Buku
Urut Hal
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11

www.peraturan.go.id
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Contoh 50
LAPORAN PEMBARUAN PAS SUNGAI DAN DANAU
No Nama Tonase | Tanda Pas | Pemilik Registrasi(*)

Keterangan (**

Kapal (*) Kotor | sungai dan Tgl L 1

(GT) Danau Tanggal No. | No. | No. <
Penerbitan Urut| Hal | Buku EElasuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(*) Diisi data yang sama dengan yang tercantum dalam
Pas Sungai dan Danau yang pertama kali diterbitkan
(**) Diisi alasan penerbitan Pas Sungai dan Danau yang baru

Contoh 51

LAPORAN PENERBITAN PAS SUNGAI DAN DANAU YANG HILANG ATAU RUSAK

No. Nama Kapal (*)| Tonas Tanda Pas Pemilik Tanggal Registrasi Keterangan (%)
e Sungai dan Penerbitan
Kotor Danau No. No. No.
(GT) Urut| Hal | Buku
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(*) Diisi alasan penerbitan, hilang atau rusak
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Contoh 52
TANDA PAS SUNGAI DAN DANAU
Plb No. 99/SD
Plb : Kode Pas Sungai dan Danau yang
ditetapkan untuk pelabuhan yang
menerbitkan Pas Sungai dan Danau
No. : Nomor
99 : Nomor Urut penerbitan Pas Sungai dan
Danau
SD : Kode yang menunjukkan bahwa kapal
hanya berlayar di perairan Sungai dan
Danau

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI
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